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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta memberikan pemahaman 
terkait pengaturan lisensi paten dan pelaksanaan perjanjian lisensi paten di 
Indonesia dan Jepang. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 
menggunakan data sekunder serta pendekatan secara normatif. Penelitian ini 
dilakukan dengan teknis pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan 
menggunakan analisa data secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan lisensi paten di 
Indonesia dan Jepang pada umumnya tidak jauh berbeda. Hal ini dikarenakan 
hukum kekayaan intelektual pada kedua Negara tersebut mengacu pada ketentuan-
ketentuan internasional yang mengatur tentang kekayaan intelektual, khususnya 
terkait paten, namun dalam pelaksanaan lisensi paten, kedua Negara tersebut 
memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh visi dan misi 
negara masing-masing sehingga terdapat perbedaan antara keduanya. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi dan 
masukan baik bagi akademisi, praktisi maupun pihak-pihak lain yang 
membutuhkan, khususnya di kalangan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 
Tegal. 
Kata Kunci : Lisensi, Paten, Perjanjian, Indonesia, Jepang. 
 
Abstract 
 This research aims to review and provide an understanding regarding 
patent licensing arrangements and the implementation of patent license agreements 
in Indonesia and Japan. This research was conducted through literature studies 
using secondary data as well as normative approaches. This research was 
conducted with technical data collection using library method and using qualitative 
data analysis. 
 The results of this study show that the regulation of patent licenses in 
Indonesia and Japan in general is not much different. This is because the 
intellectual property laws of the two Countries refer to international provisions 
governing intellectual property, particularly in relation to patents, but in the 
implementation of patent licenses, the two Countries have several distinctive 
characteristics that are influenced by the vision and mission of their respective 
countries so that there are differences between the two. 
 The results of this study are expected to add resources and inputs for 
academics, practitioners and other parties in need, especially among the Faculty 
of Law, Pancasakti Tegal University. 
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A. Latar Belakang 
Pada era globalisasi yang semakin kompetitif seperti saat ini, 
penguasaan terhadap teknologi sangatlah penting. Perkembangan teknologi 
yang semakin pesat serta adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang 
menghilangkan batasan jarak dan waktu pada akhirnya berdampak pula 
pada berbagai aspek kehidupan manusia.1 Penguasaan teknologi selain 
berguna untuk meningkatkan perekonomian suatu negara melalui berbagai 
macam perjanjian yang dihasilkan maupun biaya terkait yang dikenakan, 
juga dapat memberikan berbagai pengaruh terhadap Negara-negara lain di 
dunia melalui produk-produk yang diciptakannya. Hingga pada akhirnya tak 
heran jika Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jerman, 
Jepang, dan Rusia berlomba-lomba untuk menjadi Negara nomor satu 
dalam menciptakan sesuatu yang berkaitan dengan inovasi teknologi.2 
Selain banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh dari penguasaan 
suatu teknologi, hal ini tentu juga dibarengi dengan problematika serta 
resiko-resiko yang harus dihadapi. Baik dalam proses penelitian dan 
pengembangannya, prosedur pendaftaran hak yang bersangkutan, 
pelaksanaan kegiatan produksi, maupun pemasaran hasil kreatifitas yang 
dihasilkannya tersebut. Sebab, tak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya
                                                          
      1 Wawan Setiawan, Pengantar Teknologi Informasi, Bandung: UPIPress, 2011, hlm. 10. 
      2 Yuli Nurcahyanti, et al., “Implikasi Perlindungan Paten dan Hak Cipta Terhadap Software di 






penggunaan teknologi yang semakin canggih serta adanya perdagangan 
bebas berdampak pula pada munculnya berbagai cara dan kesempatan 
dalam meniru maupun memalsukan berbagai macam produk yang 
diedarkan ke masyarakat.3 Di sisi lain, kurangnya pemahaman akan hak 
kekayaan intelektual, rumitnya proses perolehan hak, serta keterbatasan 
penguasaan teknologi maupun finansial juga membuat tak sedikit inventor 
yang memilih untuk melisensikan patennya kepada pihak lain.4 
Paten sebagai salah satu instrumen penting dalam melindungi 
aktivitas inovasi di bidang perekonomian modern memiliki peranan yang 
strategis. Paten yang merupakan sebuah indikator dari berfungsinya Sistem 
Inovasi Nasional atau SIN di sebuah negara juga menggambarkan tinggi 
rendahnya aktivitas penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan 
teknologi di Negara yang bersangkutan.5 Sistem Inovasi Nasional yang 
melibatkan interaksi antara lembaga penelitian dan pengembangan, 
perguruan tinggi serta industri dan didukung oleh kebijakan-kebijakan 
terkait, menjadi sebuah dasar bagi perlindungan hukum serta penciptaan 
iklim usaha yang terus mendorong pengembangan teknologi yang memiliki 
kemanfaatan sosial ekonomi.6 Oleh karena itu, pemberian hak paten sebagai 
salah satu bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang 
                                                          
      3 William J. Baumol, The Free-market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of 
Capitalism, New Jersey: Princeton University Press, 2002, hlm. 1-2. 
      4 Rowan Wilson, “Licence, Copyright, Patents and Business: Making The Most Of Exploitable 
Assets Through Open Innovation”, dalam Karl Isaac, The AAATE Workshop: Assistive Technology 
– Technology Transfer, Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm. 89. 
      5 Hadi Kardoyo, “Kebijakan Paten dan Inovasi: Sebuah Pengantar”, Setya Iswanti, Kebijakan 
Paten dalam Mendorong Aktivitas Inovasi di Indonesia, Jakarta: LIPI Press, 2011, hlm. 7.  
      6 Eddy Herjanto, “Pemahaman dan Penerapan Paten di Balai Litbang Industri”, Jurnal Riset 





merupakan suatu hak eksklusif atas suatu karya hasil kreatifitas kemampuan 
intelektualitas manusia di bidang teknologi menjadi sangat penting dan 
berpengaruh terhadap perkembangan teknologi di masa mendatang.7 
Sejalan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, regulasi 
terkait pengembangan teknologi khususnya paten pada akhirnya dituntut 
untuk dapat memberikan pedoman yang jelas dan sesuai terhadap dinamika 
perkembangan kekayaan intelektual dunia. Terlebih berdasarkan data World 
Intellectual Property Indicators 2019 yang dipublikasikan oleh World 
Intelectual Property Organization (WIPO) pada Agustus 2019 lalu 
menunjukkan peningkatan jumlah pemohon hak paten berdasarkan sistem 
Patent Cooperation Treaty (PCT) di dunia, yakni yang sebelumnya hanya 
3.162.300, pada tahun 2018 meningkat sebanyak 5.2% atau sebanyak 
3.326.300 pendaftar. Berdasarkan data tersebut, China menjadi Negara 
dengan pemohon paten terbanyak yakni 1.542.002, yang kemudian diikuti 
oleh Amerika Serikat dan Jepang yakni sebanyak 597.141 pemohon untuk 
Amerika Serikat dan 313.567 pemohon untuk Negara Jepang.8 
Adanya peningkatan jumlah pemohon hak paten dan pemberian hak 
yang bersangkutan tentu pada akhirnya diikuti pula dengan meningkatnya 
kerjasama melalui perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan paten. 
Perjanjian-perjanjian inilah yang kemudian dapat melahirkan berbagai izin 
melalui lisensi yang diterbitkan dan menjadi salah satu jembatan adanya alih 
                                                          
      7 Mastur, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten”, Jurnal Ilmiah 
Ilmu Hukum QISTI, Volume 6, Nomor 1, Januari, 2012, hlm. 65. 






teknologi serta peningkatan kualitas maupun kuantitas di berbagai bidang, 
khususnya dalam hal ini di Negara Indonesia dan Jepang. Keberhasilan 
Jepang dalam pengelolaan kekayaan intelektual didukung oleh berbagai 
komponen yang saling terintegrasi. Gencarnya pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dibarengi pula dengan dilakukannya 
berbagai kerjasama lembaga-lembaga terkait pada akhirnya mampu 
menghasilkan berbagai macam produk yang kini membanjiri pasar dunia.9 
Tak ketinggalan adanya regulasi serta penegakan hukum di bidang 
kekayaan intelektual yang ketat juga berperan dalam perlindungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan paten pula. Misalnya saja 
peraturan perundang-undangan seperti Intellectual Property Basic Act No. 
122 of 2002, Patent Act No. 121 of April 13, 1959 yang telah direvisi 
menjadi Act No. 3 of 2019, serta kebijakan-kebijakan terkait seperti 
Technology Licensing Organization (TLO) yang dicanangkan oleh Ministry 
of Economy, Trade and Industry (METI) Japan atau Kementerian Ekonomi, 
Perdagangan dan Industri Jepang yang berfungsi sebagai wadah 
pengembangan fungsi manajemen teknologi serta peningkatan 
pertumbuhan pengusaha serta inventor dengan memperkuat kerjasama 
antara industri dengan perguruan tinggi10, serta Japan International 
Cooperation Agency (JICA) pada Departemen Luar Negerinya, yang 
berperan dalam membuka kerjasama dengan Negara-negara lain dalam hal 
                                                          
      9 Glyn O. Phillips, Innovation and Technology Transfer in Japan and Europe: Industry-
Academic Interactions, Clwyd: Routledge Library, 2018, hlm. 3. 
      10 Krisnani Setyowati, et al., Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di 





pembangunan di berbagai bidang. Kebijakan pro-paten sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh Jepang tersebut di atas, dimaksudkan untuk menyediakan 
sistem paten dan pelaksanaan kegiatan bisnis yang tepat agar mampu 
mendorong penemuan dengan mempromosikan perlindungan dan 
pemanfaatannya sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan dan 
perkembangan industri.11 Melihat upaya pemerintah Jepang tersebut, tak 
heran jika kini Jepang menjadi salah satu kiblat penelitian dan 
perkembangan teknologi dunia. 
Indonesia yang merupakan Negara dengan luas wilayah serta 
sumber daya alam yang melimpah, pada kenyataannya masih perlu 
mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Melihat 
perkembangan dunia yang semakin maju seperti saat ini, banyak Negara-
negara yang semakin berfokus pada komoditi kekayaan intelektual dari 
yang sebelumnya penjualan sumber daya alam yang bersifat mentah semata. 
Contohnya saja dapat dilihat dari tingkat kepemilikan paten maupun jumlah 
pemohon hak paten yang semakin meningkat pertahunnya.12 Indonesia 
meskipun telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait 
serta lembaga-lembaga penunjang aktivitas komersialisasi kekayaan 
intelektual, sayangnya masih menunjukkan belum efektifnya mekanisme 
pengelolaan paten yang dihasilkan oleh elemen SIN, masih rendahnya 
pemanfaatan dan kerjasama yang berkaitan dengan paten oleh sektor 
                                                          
      11 Setiowiji Handoyo, “Praktik Kebijakan Paten di Beberapa Negara dan Pembelajaran Bagi 
Indonesia”, Setya Iswanti, Kebijakan Paten dalam Mendorong Aktivitas Inovasi di Indonesia, 
Jakarta: LIPI Press, 2011, hlm. 31-32. 





industri di Indonesia serta kurangnya dukungan dari kebijakan-kebijakan 
terkait dalam mendorong aktivitas SIN.13 Melihat berbagai macam 
problematika yang ada, maka dari itulah, pemerintah Indonesia terus 
berupaya dalam mengevaluasi agar problematika permasalahan yang ada 
dapat segera ditangani dengan baik, sehingga pemanfaatan maupun 
pengembangan teknologi dalam negeri dapat semakin meningkat dan 
Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi Negara maju lainnya. 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
komunikasi, bidang intelektual khususnya paten memiliki peluang yang 
semakin luas. Pemanfaatan hasil karya intelektual yang dipatenkan tersebut 
selain dapat berperan dalam peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sistem 
inovasi nasional dan perekonomian Negara, juga dapat menambah peluang 
bisnis bagi pemilik paten pada khususnya. Maka dari itu, pemahaman terkait 
regulasi paten khususnya terkait dengan perjanjian paten dalam lingkup 
internasional sangatlah diperlukan guna mendukung adanya kerjasama 
bisnis serta proses alih teknologi dengan baik. Bagi Negara Indonesia dan 
Jepang selain keduanya berada dalam wilayah yang cukup berdekatan, 
kedua Negara tersebut juga memiliki keterkaitan dalam hal historis dan 
kebudayaannya yang kemudian berpengaruh terhadap berbagai program 
kerjasama antar Negara. Keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan geopolitik 
masing-masing negara pada akhirnya memberikan ciri khas masing-masing 
dalam penerapan regulasi dan kebijakannya. 
                                                          





Selain perlunya dukungan dari aspek substansi dan institusi hukum 
terkait, budaya hukum masyarakat yang positif terkait aktivitas inovasi dan 
komersialisasi kekayaan intelektual layaknya lisensi paten sangatlah 
diperlukan. Mengingat paten sebagai bagian dari kekayaan intelektual 
mempunyai fungsi serta peranan yang strategis dalam mendukung 
pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaan 
paten baik yang dilakukan sendiri oleh inventor maupun oleh pihak lain 
melalui lisensi paten mampu mendorong para inventor maupun pemegang 
hak paten untuk melahirkan ataupun mengembangakan inovasi terbarukan 
di kemudian hari. Adanya ciptaan ataupun pengembangan terhadap produk 
maupun proses yang terbarukan tersebut, secara tak langsung mampu 
meningkatkan daya saing serta menciptakan iklim usaha yang sehat 
sekaligus dapat berperan dalam mendukung pembangunan bangsa dan 
memajukan kesejahteraan umum melalui transfer teknologi, penyerapan 
investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja baik di dalam negeri maupun 
di luar negeri tempat paten yang bersangkutan juga didaftarkan.14 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan lisensi paten di Indonesia dan Jepang? 
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi paten di Indonesia dan 
Jepang? 
 
                                                          
      14 Kementerian Riset dan Teknologi, Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual Edisi-2, 





C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengkaji mengenai perbedaan dan persamaan pengaturan lisensi 
paten baik di Indonesia maupun di Jepang. 
2. Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi paten di 
Indonesia dan Jepang. 
D. Manfaat Penelitian 
Dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam 
membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak kekayaan 
intelektual secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas 
hak kekayaan intelektual, khususnya paten di Indonesia. 
1. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan maupun sumbangan 
pemikiran kepada pembaca dalam hal ilmu hukum internasional dan 
hukum bisnis khususnya terkait pengaturan lisensi paten baik di 
Indonesia maupun di Jepang. 
2. Manfaat Praktis 
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 
maupun perbandingan rujukan bagi para pembaca, praktisi maupun 
pemerintah dalam menyikapi ataupun menindaklanjuti masalah terkait 






E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian mengenai lisensi paten terutama antara Indonesia dan 
Jepang belum banyak di lakukan, namun setelah mengkaji beberapa 
penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki 
keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut penulis 
memaparkan beberapa contoh penelitian terkait guna memberikan 
gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan nantinya. 
Tasya Safiranita Ramli dan Sherly Ayuna Putri, “Tinjauan Hukum 
Perbedaan Pengalihan Hak Paten dengan Perjanjian Lisensi pada Hukum 
Perdata”.15 Penelitian ini merupakan studi tentang perbedaan pengalihan 
hak paten. Sebagaimana dipaparkan dalam penelitian tersebut di atas, 
ditemukan perbedaan sifat dalam hal pengalihan hak paten, yakni pada 
perjanjian lisensi hanya dilakukan dalam jangka waktu dan syarat tertentu 
untuk menikmati manfaat ekonominya sehingga kepemilikan haknya tidak 
berpindah seperti pengalihan hak dengan cara pewarisan atau lainnya. 
Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis 
lakukan, yakni menyangkut perjanjian lisensi. Namun pada penelitian yang 
penulis lakukan akan lebih membahas mengenai ketentuan lisensi paten 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga Jepang. 
Abdul Atsar, “Perbandingan Pengaturan Mengenai Perlindungan 
Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 
                                                          
      15 Tasya Safiranita Ramli dan Sherly Ayuna Putri, “Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan Hak 
Paten dengan Perjanjian Lisensi pada Hukum Perdata”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi: 





antara Indonesia dengan Jepang”.16 Pada penelitian ini membahas mengenai 
persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hukum terhadap invensi 
di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya perangkat lunak 
(software) di Indonesia dan Jepang. Penelitian tersebut di atas memiliki 
kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni perbandingan 
antara Indonesia dan Jepang. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditemukan 
persamaan dan perbedaan ketentuan terkait paten di kedua Negara tersebut. 
Namun disisi lain, penulis akan lebih spesifik yakni memaparkan 
perbandingan ketentuan yang berkaitan dengan lisensi paten serta 
pengaruhnya bagi pelaksanaan paten di kedua Negara tersebut. 
Muhammad Ridho Dwitama, “Perlindungan Paten Asing yang 
Telah Didaftarkan di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional 
dan Hukum Nasional Indonesia”.17 Penelitian ini berupa studi komparatif 
tentang perlindungan terhadap paten asing dalam kerangka hukum 
internasional dan hukum nasional Indonesia. Pada penelitian ini dipaparkan 
bagaimana mekanisme pendaftaran paten asing serta perlindungannya jika 
ditinjau dari aspek hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. 
Setelah dikaji, penelitian tersebut di atas memiliki persamaan dengan 
penelitian yang penulis lakukan yakni terkait perlindungan terhadap paten 
asing yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama melalui lisensi. Penelitian 
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tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, 
yakni penulis akan lebih spesifik dalam membahas pengaturan terkait lisensi 
paten dan pelaksanaannya, yakni berdasarkan ketentuan yang berlaku di 
Indonesia dan Jepang. 
Nasrullah, “Perlindungan Paten: Perbandingan antara Jepang dan 
Indonesia”.18 Penelitian ini membahas studi tentang perlindungan paten di 
Jepang dan Indonesia. Perlindungan paten pada dasarnya bersumber dari 
perjanjian TRIPs yang kemudian diratifikasi oleh setiap Negara anggota 
WTO. Namun, adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh kedua 
Negara tersebut pada akhirnya berdampak pada produk peraturan 
perundang-undangan yang dikeluarkan pula. Pada penelitian tersebut di 
atas, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni 
membahas mengenai perbandingan regulasi paten serta pengaruh sistem 
hukum yang dianutnya terhadap pelaksanaan paten di Indonesia dan Jepang. 
Di sisi lain, penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian 
yang dilakukan penulis pula, yakni penulis akan lebih memfokuskan pada 
mekanisme pengaturan lisensi paten serta kaitannya dengan pelaksanaan 
paten di kedua Negara tersebut. 
Berdasarkan penelitian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 
penelitian hukum yang telah dilakukan tersebut pada umumnya membahas 
mengenai perlindungan paten yang pada dasarnya mengacu pada ketentuan 
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TRIPs dan kesepakatan internasional yang kemudian diimplementasikan 
dalam peraturan nasional Negara masing-masing. Namun perbedaan sistem 
hukum, budaya hukum serta aspek-aspek lainnya juga dapat mempengaruhi 
penerapan hukum yang bersangkutan pula. Oleh karena itu, pada penelitian 
kali ini penulis akan membahas mengenai mekanisme pengaturan lisensi 
paten di Indonesia dan Jepang serta pelaksanaan lisensi paten di kedua 
Negara tersebut guna diperoleh pemahaman terkait perkembangan terkini 
tentang pengaturan lisensi paten. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan ini dilakukan 
dengan meneliti bahan pustaka dengan cara penelusuran dokumen.19 
Adapun penulis menggunakan data yang berasal dari dokumen-
dokumen yang terkait dengan pengaturan lisensi paten dan mekanisme 
pelaksanaannya di Indonesia dan Jepang. 
2. Jenis Pendekatan 
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. 
Pendekatan normatif dimaksudkan untuk meninjau permasalahan 
hukum secara normatif, yakni boleh atau tidak boleh menurut hukum 
yang berlaku.20 Adapun dokumen yang digunakan yakni yang berkaitan 
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dengan perbandingan pengaturan lisensi paten yang dilaksanakan oleh 
Indonesia maupun Jepang seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Paten dan Undang-Undang Patent Nomor 121 Tahun 1959 
yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian 
yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, catatan, dan 
lain sebagainya, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 
dipublikasikan.21 Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data 
sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Paten dan Undang-Undang Paten Nomor 121 Tahun 1959 yang telah 
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 serta dokumen 
terkait lainnya seperti buku, jurnal, artikel maupun referensi lain dari 
situs internet yang terkait dengan pengaturan lisensi paten dan 
pelaksanaannya di Indonesia dan Jepang. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan 
data melalui studi pustaka atau library research, yakni dengan 
menghimpun informasi dari berbagai sumber bacaan seperti buku, 
jurnal, laporan ataupun karangan ilmiah serta sumber-sumber informasi 
lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang akan penulis teliti 
                                                          





sehingga dapat diperoleh data yang tak hanya valid namun juga 
reliable.22 
5. Metode Analisis Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data 
dalam bentuk kualitatif dengan alur berpikir induktif. Metode kualitatif 
yakni berupa naratif atau berupa penjelasan karena menggunakan 
metode pengumpulan data yang berasal dari data sekunder seperti 
bahan-bahan pustaka. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis juga 
akan menyusun materi dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat 
umum, yakni memaparkan problematika yang ditemukan terlebih 
dahulu, kemudian berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang 
bersifat umum.23 
G. Sistematika Penulisan 
Laporan penelitian ini disusun dalam empat bab yang masing-
masing saling berkaitan, yakni: 
Bab 1 Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan 
masalah yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 
Bab 2 Tinjauan Konseptual. Pada bab ini akan dipaparkan tentang 
landasan teori berupa norma-norma hukum maupun teori-teori hukum yang 
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berkaitan dengan pengaturan lisensi paten terkait pelaksanaan paten di 
Indonesia dan Jepang. 
Bab 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan membahas 
mengenai hasil penelitian yang dipaparkan dalam bentuk kualitatif atau 
naratif dengan alur berpikir induktif yang berisi mengenai perbandingan 
pengaturan paten di Indonesia dan Jepang serta pandangan penulis terhadap 
hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Bab 4 Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan yang merupakan 
jawaban dari hipotesa problematika yang telah dibahas di dalam bab 3, serta 











A. Tinjauan Umum Tentang Paten 
1. Definisi Paten 
Istilah paten atau patent dalam bahasa Inggris berasal dari kata 
patere yang memiliki arti membuka diri. Dari asal kata itulah paten 
dikonsepsikan agar dapat dilakukan secara seimbang, yakni guna 
mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di masyarakat sekaligus 
sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pemilik paten.24 
World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi 
paten sebagai suatu dokumen yang diterbitkan oleh badan pemerintah 
atau suatu badan regional yang meliputi beberapa Negara terkait adanya 
suatu invensi yang dapat diterapkan sebagai solusi dari suatu 
permasalahan di bidang teknologi. 
Paten yang merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada 
pemegang hak paten dimaksudkan untuk melindungi invensi serta hak-
hak yang mengikutinya. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, setiap orang sebenarnya mampu untuk menciptakan suatu 
invensi atau penemuan yang memiliki langkah inventif dan dapat 
diterapkan dalam bidang industry sebagai salah satu wujud atau hasil 
dari kemampuan intelektualitas manusia.25 Suatu ide yang mengandung 
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inovasi dan langkah inventif kini menjadi komoditi yang sangat 
penting apabila dibandingkan dengan pengetahuan semata. Sebab, 
pengetahuan hanyalah sebuah alat pendamping bagi manusia untuk 
melakukan suatu kegiatan yang dapat dipergunakan oleh banyak orang 
karena pada dasarnya pengetahuan masih bersifat umum, namun, suatu 
ide atau gagasan memiliki kerumitan dan nilai orisinilitas tersendiri 
yang tidak dapat hanya dijelaskan dengan beberapa kata. Terlebih di 
tengah situasi pandemic Covid-19 seperti saat ini semakin membuat 
produk teknologi dan inovasi-inovasinya menjadi kian popular dan 
dibutuhkan masyarakat.26 
2. Invensi Paten 
a. Definisi Invensi Paten 
Teknologi merupakan esensi dari suatu paten yang kemudian 
dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan permasalahan yang 
spesifik. Hasil atas suatu perwujudan gagasan yang berkaitan 
dengan teknologi oleh para penemu paten (inventor) tersebut dikenal 
sebagai suatu invensi. Invensi tersebut umumnya berupa suatu cara, 
metode, model kerja, prototype maupun hasil produk yang bersifat 
inventif yang mengacu pada solusi teknis terhadap suatu 
permasalahan teknis. Suatu invensi dapat berupa kreasi yang baru 
maupun hanya berupa penambahan, pengembangan ataupun 
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penyempurnaan terhadap produk atau proses dari produk, proses, 
ataupun metode yang telah ada.27 
Suatu invensi dapat ditemukan baik oleh perseorangan 
maupun secara kelompok.28 Guna dapat menemukan suatu invensi, 
seseorang harus melakukan berbagai proses penelitian dan 
pengembangan atau Research and Development (R&D). Kegiatan 
inilah yang kemudian menjadikan kekayaan intelektual, khususnya 
paten mempunyai hak ekonomi dan hak moral yang harus dilindungi 
sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kerja keras serta 
pengorbanan baik materil maupun imateril yang telah 
dikeluarkankan.29 Invensi-invensi tersebut pada akhirnya akan 
menimbulkan suatu keadaan hukum karena berada dalam kuasa 
pemilik paten dalam jangka waktu tertentu. 
b. Syarat Suatu Invensi Dapat Dipatenkan 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, suatu 
invensi juga memiliki kriteria tertentu hingga dapat dinyatakan 
sebagai invensi yang dapat dipatenkan. Invensi tersebut haruslah 
memiliki syarat-syarat tertentu, yakni memiliki unsur kebaruan atau 
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novelty, memiliki langkah inventif serta dapat diterapkan dalam 
industry.30 
Suatu invensi akan dianggap memiliki unsur kebaruan 
apabila sebelumnya belum pernah diungkapkan kepada publik 
dalam bentuk dan kegiatan apapun. Melalui penelusuran dokumen 
paten (patent searching), masyarakat khususnya kalangan peneliti 
serta lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dapat 
mengetahui invensi yang bersangkutan memiliki unsur kebaruan 
atau tidak. Melalui hasil kegiatan tersebut, peneliti maupun lembaga 
litbang juga dapat melakukan perencanaan strategi, serta arah dan 
tujuan litbang, sekaligus dapat dijadikan sebagi rujukan untuk 
memperbaiki ataupun mengembangkan teknologi yang telah ada, 
serta mengetahui perkembangan teknologi dari para competitor,31 
namun, di sisi lain, suatu invensi dapat dikecualikan dan dianggap 
belum pernah diumumkan sebelumnya apabila invensi tersebut 
diumumkan, dipertunjukkan, ataupun digunakan dalam rangka 
penelitian dan pengembangan. 
Suatu invensi akan dianggap memiliki langkah inventif 
apabila temuan atau hasil ciptaan tersebut tidak dapat terduga dalam 
proses penelitian dan pengembangan invensi yang bersangkutan. 
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Sedangkan invensi yang dapat diterapkan dalam industry 
merupakan invensi yang dapat dilaksanakan sebagaimana diuraikan 
dalam permohonan paten oleh inventor maupun pemegang paten.32 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Paten, ada beberapa hal yang tergolong dalam suatu invensi 
yang tidak dapat dipatenkan. Invensi tersebut diantaranya yakni 
sebagai berikut : 
1) Suatu proses atau produk baik yang dalam pengumuman, 
penggunaan, maupun pelaksanaannya bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma 
dalam masyarakat 
2) Berbagai macam metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan 
dan/atau pembedahan yang dapat diterapkan kepada manusia 
dan/atau hewan 
3) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika 
4) Golongan makhluk hidup, kecuali jasad renik 
Proses biologis yang dapat digunakan untuk memproduksi tanaman 





                                                          





3. Prinsip Paten 
Paten pada umumnya memiliki prinsip first to file dan teritorial. 
Pada prinsip first to file ini menghendaki pemegang paten yang pertama 
mendaftarkan invensinya-lah yang berhak untuk menjadi pemegang 
paten yang sah. Perlindungan paten juga akan diberikan kepada suatu 
paten dimana paten tersebut di ajukan. Pengajuan perlindungan paten 
atas suatu invensi sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. 
Salah satunya yakni melalui traktat kerjasama paten seperti sistem 
Patent Cooperation Treaty, sebagaimana disebutkan pada Article 3 PCT 
tersebut, pengajuan dapat dilakukan secara internasional maupun 
melalui pengajuan dengan menggunakan hak prioritas. Perlindungan 
paten dengan sistem ini akan diberikan apabila permintaan pengajuan 
perlindungan paten disertai dengan deskripsi rinci atas invensi yang 
bersangkutan, abstraksi, klaim, serta gambar terkait jika memang 
dibutuhkan.33 
4. Perlindungan Paten 
Hasil karya intelektual manusia merupakan hak milik yang patut 
mendapat perlindungan hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. 
Pada Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
serta Auters Wet dan Octrooi Wet, menyebutkan bahwa suatu invensi 
yang berasal dari ide kreatifitas intelektual manusia merupakan bagian 
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dari benda yang dapat dikuasai dengan hak milik.34 Benda tersebut dapat 
berupa barang yang merupakan benda materil ataupun hak yang 
merupakan benda immateril, baik yang berwujud (tangible object) 
maupun tidak berwujud (intangible object).35 Oleh sebab itu, kekayaan 
intelektual yang terdiri atas hak cipta (copyrights) dan hak kekayaan 
industri (industrial property rights) yang mencakup paten (patent), 
desain insdustri (industrial design), merek (trade mark), 
penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair 
competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of 
integrated circuit), dan rahasia dagang (trade secret) merupakan bagian 
dari benda tak berwujud yang juga harus diakui, dihargai, serta 
dilindungi oleh semua orang. (Monika Suhayati, 2014: 14). 
Perlindungan paten juga mencakup ketentuan atas hak moral dan 
hak ekonomi atas suatu karya, sehingga haruslah dihormati dan dijaga 
bersama. Hak moral yang merupakan milik seseorang atas suatu hasil 
karya intelektual bersifat tetap dan melekat sehingga tidak dapat 
diabaikan atau dihapus dengan alasan apapun.36 Berbeda dengan hak 
moral, hak ekonomi yang merupakan hak yang dimiliki oleh inventor 
maupun pemegang hak lebih lanjut dimaksudkan agar pihak yang 
bersangkutan dan/atau pihak lain dapat memperoleh manfaat ekonomi 
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atas suatu hasil karya intelektual yang dalam hal ini adalah paten dalam 
jangka waktu tertentu, baik itu paten produk atau paten proses maupun 
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 
Perlindungan paten dapat diberikan untuk paten dan paten 
sederhana. Perlindungan bagi paten diperuntukkan bagi invensi baru 
yang mengandung suatu langkah inventif serta dapat diterapkan di 
bidang industry. Pada paten sederhana, perlindungan diberikan untuk 
suatu invensi baru yang merupakan pengembangan suatu produk atau 
proses yang sebelumnya telah ada, serta dapat diterapkan dalam industri. 
Suatu paten pada umumnya diberikan jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun sejak tanggal penerimaan, sedangkan paten sederhana diberikan 
perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan apabila biaya pemeliharaan tahunan selalu dibayarkan. 
Jangka waktu perlindungan baik pada paten maupun paten sederhana 
tidak dapat diperpanjang, sehingga paten maupun paten sederhana 
tersebut akan menjadi milik publik setelah jangka waktunya berakhir.37 
Perlindungan paten dapat diberikan kepada pihak inventor 
sebagai penemu maupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak 
inventor yang bersangkutan. Suatu invensi selain dapat dimiliki oleh 
perorangan juga dapat dimiliki oleh lebih dari satu orang. Hal ini 
dikarenakan baik dalam proses penelitian maupun pengembangannya 
melibatkan berbagai pihak. Namun dalam hal suatu invensi diperoleh 
                                                          





dari suatu aktivitas yang memanfaatkan data dan/atau sarana dalam 
pekerjaan yang bersangkutan, kecuali diperjanjikan lain, maka pihak 
pemberi pekerjaanlah yang berhak menjadi pemegang paten atas invensi 
yang ditemukannya tersebut. Dalam hal sebagaimana disebutkan di atas, 
pemberi pekerjaan wajib memberikan imbalan dalam jumlah ataupun 
bentuk tertentu kepada inventor sesuai kesepakatan bersama, meskipun 
hak moral terkait pencantuman identitas inventor dalam sertifikasi paten 
tetap dilakukan.38 Adanya perlindungan ini dimaksudkan guna menjaga 
hak pemegang paten dan hasil karya yang telah ditemukannya tersebut 
sekaligus sebagai penyeimbang di masyarakat. 
5. Permohonan Pendaftaran Paten 
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, konsepsi paten 
umumnya menganut prinsip first to file dan teritorial. Perlindungan 
paten akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftatkan 
invensinya melalui permohonan paten dan akan dibeikan perlindungan 
pada wilayah mana paten tersebut didaftarkan. Pada permohonan 
pendaftaran paten, penulisan deskripsi paten atau patent drafting juga 
menjadi hal yang sangat menentukan dalam pemberian hak paten. 
Deskripsi paten yang terdiri atas judul invensi, bidang teknik invensi, 
latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian singkat gambar 
(apabila diperlukan), uraian lengkap invensi, klaim, abstrak, gambar 
(apabila disertakan) serta keunggulan invensi, tujuan dan penerapan 
                                                          





invensi yang bersangkutan dalam upaya memberikan solusi terhadap 
problematika teknologi harus dicantumkan secara rinci karena akan 
berkaitan dengan klaim dan perlindungannya.39 
Perlindungan paten pada umumnya mengacu pada ketentuan 
internasional terkait kekayaan intelektual dan paten itu sendiri. 
Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya yakni Patent Cooperation 
Treaty, Paris Covention For The Protection of Industrial Property, 
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS) yang merupakan bagian dari the World Trade 
Organization (WTO), dan lain sebagainya. Paten dapat diberikan oleh 
kantor paten di Negara mana paten tersebut didaftarkan maupun oleh 
kantor paten regional bagi kelompok Negara tertentu seperti European 
Patent Office (EPO) dan The United States Patent and Trademark 
Office (USPTO) yang merupakan bagian dari departemen perdagangan 
Amerika Serikat. Permohonan paten juga dapat dilakukan dengan hak 
prioritas maupun melalui traktat kerja sama paten, dengan syarat tetap 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dianjurkan oleh peraturan 
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B. Tinjauan Umum Tentang Lisensi 
1. Definisi Lisensi 
Lisensi atau licencia dalam bahasa latin dan license dalam 
bahasa Inggris, dapat diartikan sebagai izin atau kebebasan.40 
Berdasarkan Black’s Law Dictionary, lisensi juga dapat disebut sebagai 
“a Personal privilege to do some particular act or series of acts” atau 
“The Permission by competent authority to do an act which, without 
such permission would be illegal, a tresspass, a tort, or other wise would 
not allowable.”41 Merujuk dari definisi tersebut, dalam hukum kontrak, 
lisensi umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk izin yang diberikan 
oleh pihak yang berwenang atas sesuatu. Pemberian hak ini 
dimaksudkan untuk melakukan suatu secara legal sehingga tidak 
menjadi suatu pelanggaran. 
Sejalan dengan hal tersebut di atas, pada hukum benda juga 
disebutkan bahwa lisensi merupakan suatu bukti tertulis untuk 
melakukan suatu tindakan atau serangkaian tindakan tertentu untuk 
mendapatkan suatu keuntungan.42 Pada hukum kekayaan intelektual, 
khususnya paten, lisensi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk 
kewenangan yang diberikan oleh pemilik paten kepada pihak lain untuk 
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menggunakan paten yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu 
atau pada wilayah tertentu. 
2. Jenis-Jenis Lisensi 
Lisensi umumnya terdiri terbagi atas lisensi eksklusif dan lisensi 
non-eksklusif. Lisensi eksklusif merupakan bentuk perizinan tertulis 
yang diberikan kepada suatu pihak atau entitas untuk melakukan suatu 
aktivitas atau perbuatan tertentu yang dilakukan dalam wilayah dan 
untuk jangka waktu tertentu yang melibatkan suatu barang dan/atau jasa 
yang telah disepakati oleh pihak pemberi dan penerima lisensi yang 
bersangkutan.43 Lain halnya dengan lisensi eksklusif, lisensi non-
eksklusif pemberian hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana 
disepakati dalam perjanjian pemberian lisensi dapat diberikan kepada 
beberapa pihak dan dalam jangka waktu tertentu.44 
Selain kedua jenis lisensi tersebut di atas, paten juga mengenal 
lisensi-wajib atau compulsory license. Lisensi-wajib ini pada dasarnya 
merupakan bagian dari lisensi non-eksklusif dan dapat diartikan sebagai 
suatu ketentuan dari pemerintah yang menghendaki pelaksanaan paten 
dapat dilakukan dengan syarat mengizinkan pihak tertentu 
menggunakan dan/atau melaksanakan paten yang bersangkutan yang 
umumnya harus melalui permohonan yang disertai dengan pembayaran 
                                                          
      43 Definisi “Exclusive” dan “Exclusive License” menurut The Law Dictionary, 
https://thelawdictionary.org/exclusive/ dan https://thelawdictionary.org/exclusive-license/ (Diakses 
pada 3 Desember 2020, Pukul 20.06) 
      44 Definisi “Non-Exclusive License” menurut The Law Dictionary, 





biaya pengganti atau pembayaran royalty yang dilakukan oleh penerima 
lisensi-wajib dan ditujukan kepada pemilik paten.45 Permohonan lisensi-
wajib ini harus disertai dengan adanya bukti bahwa calon penerima 
lisensi-wajib baik secara teknis maupun secara finansial mampu 
melaksanakan paten yang bersangkutan. Hal ini guna mencegah 
terjadinya penyalahgunaan paten atau patent misuse sekaligus tetap 
menjaga persaingan sehat di bidang industri. 
Lisensi yang merupakan salah satu bentuk dari upaya 
komersialisasi atas suatu produk dapat diberikan oleh pemberi lisensi 
(licensor) kepada seseorang ataupun kepada suatu kelompok tertentu. 
Izin tersebut dimaksudkan untuk membuat, menggunakan, memiliki 
atau menjual suatu produk atau proses, maupun untuk menjalankan 
suatu perbuatan.46 Oleh karena itu, suatu lisensi umumnya 
diperuntukkan agar penerima lisensi dapat turut menikmati manfaat 
ekonomi atas suatu hasil karya intelektual layaknya invensi paten. 
Pemberian lisensi tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak yang 
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3. Pengaturan Lisensi Paten di Indonesia 
Kerjasama melalui lisensi paten juga tentunya tak terlepas dari 
regulasi paten sebagai payung utama lancarnya pelaksanaan perjanjian 
lisensi. Pengaturan paten di Indonesia telah dikenal sejak zaman 
penjajahan Belanda. Melalui Octooiwet 1910 Stb. No. 33 yang mulai 
berlaku sejak 1912, paten dapat diregistrasi. Namun sejak Indonesia 
merdeka, regulasi tersebut dinyatakan tidak berlaku karena permohonan 
harus diteruskan pada Octrooiraad di Belanda, sehingga diterbitkanlah 
regulasi baru melalui Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. J.S. 
5/41/4 B.N. 55 pada 12 Agustus 1953 yang ditujukan untuk menampung 
permohonan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman 
RI No. J.G. 1/2/17 B.N. 53-91 pada tanggal 29 Oktober 1953 guna 
menampung permohonan paten luar negeri.48 
Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, 
pemerintah Indonesia pun menerbitkan beberapa peraturan terkait. 
Diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten 
yang diikuti dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah 
Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara 
Permintaan Paten, hingga kemudian tertanggal 2 November 1994, 
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
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Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization 
semakin menunjukkan komitmennya terkait perdagangan dalam lingkup 
global, termasuk di dalamnya mengenai kekayaan intelektual.49 
Indonesia juga meratifikasi beberapa ketentuan KI internasional 
lainnya seperti Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1997 terkait 
ratifikasi PCT serta ketentuan The Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights (TRIPS) menjadi beberapa peraturan 
perundang-undangan nasional. Peraturan tersebut diantaranya yakni 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta 
ketentuan pelengkap lainnya.50 Pada undang-undang tersebut tentunya 
hanya mengatur ketentuan secara umum sehinga kemudian 
diterbitkanlah beberapa peraturan lain sebagai peraturan pelaksana, 
diantaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Paten 
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oleh Pemegang Paten, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 
Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, dan lain sebagainya. 
Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten, yang mencabut 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten serta Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten 
oleh Pemegang Paten, pemerintah Indonesia menunda beberapa 
ketentuan terkait pelaksanaan paten. Hingga kemudian ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau 
Omnibus Law yang dimaksudkan sebagai salah satu insentif dalam 
rangka peningkatan ekosistem inovasi dan investasi dalam negeri. 
4. Pengaturan Lisensi Paten di Jepang 
Regulasi mengenai paten di Jepang sebenarnya telah ada sejak 
era Restorasi Meiji (Meijin Ishin) sekitar tahun 1868-1871, namun baru 
dapat dilaksanakan dengan baik mulai 18 April 1885 dengan 
diterbitkannya The Patent Monopoly Ordinance atau Senbai tokkyo 
jōrei serta dibentuknya Patent Monopoly Bureau sebagai awal mula 
Japan Patent Office setelah munculnya gerakan hak demokratik (Jiyuu 
Minken Undou) yang menghendaki pendirian parlemen dan penetapan 
UUD pada tahun 1874. Seiring berjalannya waktu, ketentuan paten 
tersebut pun mengalami perubahan dari Patent Monopoly Act menjadi 





Law (Tokkyohō) pada tahun 1899 akibat bergabungnya Jepang dalam 
The Paris Convention. Pada tahun 1921 dan 1959, Patent Act 
sebagaimana disebutkan di atas, mengalami perubahan secara 
keseluruhan guna mengikuti perubahan UUD yang menjadi UUD 1947. 
Dorongan perubahan tersebut muncul disebabkan kalahnya Jepang pada 
Perang Dunia II sehingga pihak Sekutu memerintahkan untuk 
mempersiapkan UUD baru yang mementingkan asas demokrasi, HAM 
dan pedamaian (pacifism) melalui Deklarasi Postdam pada 26 Juli 1945 
sekaligus guna mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern 
dan kompleks. Oleh karena itu, pelaksanaan penyelenggaraan Negara 
selain dipengaruhi oleh Jerman, juga mendapat mengaruh dari Amerika 
Serikat.51 
Paten Act No 121 tahun 1959 tersebut kini juga telah melewati 
berbagai perubahan. Seiring dengan bergabungnya Jepang dengan 
WIPO pada tahun 1975 dan PCT pada tahun 1978, Japan Paten Act No. 
121 of 1959 pun kembali diubah menjadi Patent Act No 109 pada tahun 
2006, Patent Act No 55 pada tahun 2015, dan yang terbaru yakni Patent 
Act No 3 pada tahun 2019. Ketentuan tentang paten lainnya, termasuk 
didalamnya mengenai regulasi lisensi di Jepang, selain ditemukan 
dalam Patent Act tersebut juga terdapat pada Utility Model Act No 123 
tahun 1959, Act No. 109 tahun 1996 tentang Code of Civil Procedure, 
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The Technology Licensing Organization Act tahun 1998, Intellectual 
Property Basic Act No 122 tahun 2002, Patent Attorneys Act No. 49 of 
April 26, 2000 yang telah direvisi menjadi Act No. 215 of April 17, 2002. 
Kebijakan dari kementerian maupun lembaga terkait juga turut menjadi 
pedoman pelaksanaan lisensi di negara jepang, diantaranya yakni The 
Japan Fair Trade Committee (JFTC) melalui Guidelines for Use of 
Intellectual Property Rights di bawah Undang-Undang Anti Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (the Anti-Monopoly Act and Unfair 
Competition Prevention Law) serta panduan negosiasi lisensi yang 
dituangkan dalam Guide to Licensing Negotiations Involving Standard 
Essential Patents yang dikeluarkan oleh Japan Paten Office (JPO) pada 
5 Juni 2018. 
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Article 1 Patent Act 
No. 3 of 2019 dan Article 1 Intellectual Property Basic Act No. 122 of 
December 4, 2002, adanya pengaturan ini dimaksudkan untuk 
memberikan landasan bagi ketentuan peraturan perundang-undangan 
terkait dalam hal pembangunan dan pengembangan program strategis 
yang berkaitan dengan penciptaan, penemuan, perlindungan, serta 
eksploitasi kekayaan intelektual. Selain itu juga adanya regulasi dan 
kebijakan terkait dimaksudkan sebagai wadah dalam mempromosikan, 
melindungi serta mengeksploitasi kekayaan intelektual secara terfokus 





penemuan sehingga dapat berkontribusi dalam perkembangan teknologi 
serta perekonomian masyarakat. 
5. Perbandingan Hukum 
Perbandingan atau komparasi merupakan salah satu 
pengembangan teori hukum umum. Perbandingan hukum atau 
Comparative law (bahasa Inggris), Vergleihende rechstlehre (bahasa 
Belanda), Droit compare (bahasa Perancis) merupakan suatu cabang 
ilmu hukum yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan antara 
hukum dari negara yang satu dengan Negara lainnya.52 Perbandingan 
hukum menurut Lemaire yakni dimaksudkan sebagai cabang ilmu 
pengetahuan yang melingkupi perbandingan atau komparasi kaidah-
kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya serta 
dasar-dasar kemasyarakatannya. Sedangkan Ole Lando berpendapat 
bahwa perbandingan hukum merupakan suatu perbandingan antar 
hukum sekaligus analisa-analisanya.53 
Menurut Polack, seperti yang dikutip R. Soeroso dalam buku 
milik Barda Nawawi Arief yang berjudul “Perbandingan Hukum 
Pidana”, tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri 
asal-usul perkembangan dari konsepsi hukum yang sama di seluruh 
dunia. Jika ditelaah lebih lanjut, maka tujuan perbandingan hukum tidak 
semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan 
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daripada hukum yang dibandingkan, namun yang penting adalah untuk 
mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dari pada perbedaan dan 
persamaan tersebut. Adanya perbandingan hukum juga dapat 
memberikan pandangan dalam hal unifikasi hukum, harmonisasi 
hukum, pencegahan terhadap adanya chauvinism hukum nasional 
sekaligus menempuh kerja sama internasional melalui pemahaman 
hukum asing, serta berperan juga dalam pembaruan hukum nasional.54 
Dengan kata lain, hukum komparatif berfungsi sebagai disiplin ilmu 
yang mencoba untuk memahami berbagai sistem hukum dalam totalitas 
dan dalam hubungan mereka satu sama lain, tanpa harus berusaha 
menghindari atau meminimalkan perbedaan yang ada di antara 
mereka.55 Sebab, meskipun akan berfokus pada objek tertentu, namun 
berlakunya suatu hukum tentu akan melibatkan substansi hukum, 
institusi hukum, serta budaya hukum sehingga harus diperlukan 
pemahaman yang baik. 
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Lisensi Paten 
1. Definisi Perjanjian Lisensi Paten 
Perikatan atau verbintenis dalam bahasa Belanda memiliki arti 
ikatan atau hubungan. Sehingga dalam Hukum Perdata, perikatan sering 
dikenal sebagai suatu hubungan hukum akibat adanya suatu perbuatan 
hukum antara dua orang atau lebih yang berkaitan dengan kekayaan atau 
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harta benda. Hofmann berpendapat bahwa perikatan merupakan suatu 
hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang terdiri dari orang 
perorangan, seseorang dengan suatu kelompok, maupun antar kelompok 
yang mengikatkan dirinya untuk bertindak sesuai ketentuan 
sebagaimana disepakati.56 Melalui suatu perikatan, subjek hukum 
dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, 
ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perbuatan hukum ini merupakan 
suatu tindakan yang dikehendaki oleh subjek hukum, baik perseorangan 
maupun badan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta 
akibat hukum karena dapat berhubungan dengan orang lain. Pada 
perikatan salah satu pihak umumnya berkewajiban untuk memberi 
tuntutan yang disepakati dan pihak lainnya berhak untuk meminta 
pemenuhan hak atas harta benda yang bersangkutan.57 
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, suatu perikatan 
dapat lahir karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Perikatan 
yang lahir karena perjanjian, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan 
seorang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau 
lebih lainnya. Namun beberapa pakar berpendapat bahwa definisi 
perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya sudah 
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tidak pantas untuk digunakan.58 Perjanjian yang sebelumnya dipandang 
sebagai suatu bentuk perbuatan, kini lebih dipandang sebagai salah satu 
bentuk hubungan hukum, meskipun memiliki kemiripan. Perbuatan 
yang dimaksud dalam Pasal 1313 tersebut dianggap terlalu luas dan 
tidak jelas serta hanya mengatur perjanjian sepihak. Sehingga beberapa 
pendapat menyatakan bahwa suatu perjanjian lebih pantas disebut 
sebagai suatu hubungan hukum yang timbul dari adanya kesepakatan 
antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sehingga menimbulkan 
hak kewajiban yang harus dilaksanakan dan dihormati oleh para pihak 
yang bersangkutan pula.59 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, lisensi atau ijin 
atas pelaksanaan suatu aktivitas tertentu dapat timbul dari adanya 
kontrak/perjanjian kerjasama antara sesama pemilik hak ataupun antara 
pemilik hak yang bersangkutan dengan pihak lain yang dianggap 
mampu melakukan aktivitas yang bersangkutan. Perjanjian lisensi atau 
license agreement merupakan suatu cara yang lazim dilakukan dalam 
proses alih teknologi. Lisensi merupakan salah satu bentuk perjanjian di 
luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian lisensi tersebut 
tercipta akibat adanya praktik-praktik bisnis yang semakin berkembang 
di masyarakat. Lisensi baik yang bersifat eksklusif maupun non-
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eksklusif dapat diberikan dengan dibuatnya perjanjian tertulis antara 
pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi yang bersangkutan. 
Suatu perjanjian lisensi haruslah mencantumkan informasi-informasi 
terkait yang sebenar-benarnya. Informasi tersebut diantaranya yakni 
objek yang akan dilisensikan, jenis lisensi paten yang hendak diberikan, 
lingkup teritori perjanjian lisensi, ketentuan mengenai royalty serta 
jangka waktu perjanjian.60 
2. Syarat-Syarat Perjanjian Lisensi Paten 
Hukum Perikatan yang merupakan dasar dari adanya hubungan 
hukum di masyarakat harus memiliki dasar yang kokoh. Perikatan 
memiliki sistem terbuka yang sejalan dengan asas kebebasan 
berkontrak, yakni setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak 
mengadakan hubungan perikatan dengan siapapun, menentukan isi dan 
bentuk perikatan, pelaksanaan serta persyaratan-persyaratannya, baik 
yang sudah maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Perikatan juga dapat lahir jika dipenuhinya formalitas 
tertentu karena objek perikatan belum diserahkan karena baru “akan 
ada”. Suatu perikatan dapat lahir baik karena adanya suatu perjanjian 
maupun karena undang-undang.61 
Melalui Teori Immaterialguterrecht, Josef Kohler berpendapat 
bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang 
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bersumber dari hasil kerja otak dan rasio atau intelektualitas manusia 
yang diwujudkan sebagai benda immaterial atau benda tak berwujud. 
Sejalan dengan teori tersebut, John Locke juga menyebutkan bahwa 
manusia bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak. Oleh karena 
itu, hasil kerja seseorang merupakan hak atas milik pribadi orang yang 
bersangkutan pula. 62 Sehingga pelaksanaan perjanjian lisensi terkait 
paten yang masih dilindungi harus dilakukan sesuai koridor ketentuan 
perundang-undangan dan ketentuan umum terkait paten lainnya. 
Suatu perjanjian tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan 
tertentu agar dapat disebut sebagai perjanjian yang sah. Pada umumnya 
suatu perjanjian dapat dilakukan dengan adanya konsensus atau 
kesepakatan para pihak yang memang cakap, adanya suatu hal tertentu 
serta sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama 
dan kedua disebut syarat subjektif sehingga perjanjian dapat dibatalkan 
(vernietigbaar) apabila unsur-unsur syarat subyektif tidak dipenuhi. 
Sedangkan syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat obyektif 
dapat mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan batal demi hukum 
(null an void, nietig) akibat tidak dipenuhinya unsur-unsur syarat 
objektif.63 
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Suatu perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dan 
ketentuan yang berlaku, salah satunya yakni para pihak harus beritikad 
baik sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian juga tidak akan berarti 
apabila ternyata ditemukan adanya paksaan (dwang), kesesatan 
(dwaling), maupun penipuan (bedrog) dalam proses pembuatan maupun 
substansi perjanjian yang bersangkutan. Sejalan dengan ketentuan 
tersebut, suatu perjanjian juga harus berdasarkan kesepakatan atau 
konsensus para pihak dan tidak boleh menyalahi ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan norma-norma masyarakat, sebagaimana 
tertuang dalam rumusan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. 
Kecakapan dalam suatu perjanjian, khususnya menyangkut 
tindakan pribadi perseorangan sangatlah perlu. Hal ini dimaksudkan 
agar para pihak dapat memahami konsekuensi dari tindakannya tersebut. 
Kecakapan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1329 – Pasal 1331, 
yang mana menyebutkan bahwa pada prinsipnya semua orang dianggap 
cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, kecuali mereka yang 
masih berada di bawah umur maupun berada dalam pengampuan.64 
Suatu perikatan yang lahir dari perjanjian juga harus dipatuhi oleh para 
pihak yang terlibat sebagaimana rumusan asas pacta sun servanda 
                                                          





dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
Sejalan dengan ketentuan tersebut, asas personalia juga perlu 
diperhitungkan. Sebab, apabila kemudian dalam pelaksanaannya 
terdapat suatu masalah maupun perjanjian yang bersangkutan hendak 
diakhiri, maka harus memerlukan persetujuan para pihak yang 
tergabung dalam perjanjian yang bersangkutan pula karena akan 
berhubungan dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak 
pembuatnya. Berakhirnya perjanjian tersebut dapat disebabkan oleh 
beberapa hal, diantaranya yakni perjanjian berakhir karena memang 
ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian, ditentukan waktunya 
berdasarkan ketentuan undang-undang, berdasarkan keputusan hakim, 
karena adanya kesepakatan para pihak (herroeping), perjanjian diakhiri 
karena tujuan perjanjian telah tercapai, karena adanya suatu peristiwa 
tertentu, ataupun karena adanya pernyataan penghentian perjanjian 
(opzegging). 
Pada dasarnya perjanjian lisensi dapat dilakukan dengan syarat 
tidak merugikan perekonomian nasional maupun memiliki batasan-
batasan yang mampu menghambat kegiatan pengembangan teknologi 
dalam negeri.65 Dalam lingkup keperdataan, transaksi melalui perjanjian 
lisensi juga harus tetap mengedepankan asas-asas yang sebagaimana 
mestinya. Transaksi dapat dilakukan dalam berbagai jenis dan 
                                                          





mekanisme sesuai kebutuhan dalam masyarakat asalkan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma sosial, dan 
lain sebagainya. Pihak yang telah melaksanakan suatu invensi yang 
sama pada saat invensi tersebut diajukan, dapat mengajukan 
permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. Setelah pengakuan diberikan, pemakai terdahulu 
dapat melaksanakan paten atas invensi yang sama dalam jangka waktu 
sebagaimana invensi yang bersangkutan di lindungi. Namun perlu di 
ingat bahwa pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan haknya 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Lisensi Paten di Indonesia dan Jepang 
Ketentuan mengenai lisensi paten di Indonesia dan Jepang memiliki 
beberapa persamaan dan perbedaan yang tentunya dipengaruhi oleh 
karakteristik masing-masing Negara yang bersangkutan. Merujuk pada 
Pasal 74 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 
serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten, hak atas suatu paten dapat 
beralih ataupun dialihkan, baik seluruhnya ataupun hanya sebagian. 
Aktivitas pengalihan ini dapat disebabkan karena beberapa alasan, 
diantaranya yakni akibat pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian 
tertulis, ataupun karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan tersebut selain harus disertai 
dengan dokumen asli paten, juga disertai dengan hak yang berkaitan dengan 
paten yang bersangkutan guna dilakukan pencatatan dan pengumuman serta 
perhitungan biaya terkait. Layaknya di Indonesia, ketentuan pengalihan 
paten di Negara Jepang pun harus didaftarkan pada Kantor Paten Jepang 
sebagaimana tertuang dalam Article 27 (1), Article 33, dan Article 98 Japan 
Patent Act. 
Perjanjian tertulis mengenai komersialisasi aset intelektual seperti 
paten umumnya dikenal dengan sebutan perjanjian lisensi. Lisensi paten 




menikmati manfaat ekonomi atas suatu invensi di bidang paten pada 
dasarnya berasal dari adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang 
paten. Hak eksklusif inilah yang kemudian menjadi tumpuan bagi aktifitas 
eksploitasi aset intelektual yang bersangkutan. Melalui hak paten yang 
dimilikinya tersebut, pemegang paten dapat mengeksploitasi, 
mengomersilkan ataupun menggunakannya secara pribadi bagi 
perusahaannya maupun guna aktivitas pengembangan invensi yang 
bersangkutan lebih lanjut. Melalui hak ekslusifnya tersebut, pemilik paten 
dapat mengamankan haknya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
pihak lain dalam rangka menggunakan ataupun menguasai paten yang 
bersangkutan. Pemegang hak paten dapat mengantisipasi hal-hal tersebut 
dengan berbagai cara, diantaranya yakni dengan melarang pihak lain yang 
dengan sengaja membuat, menggunakan, menjual dan/atau menyewakan, 
mengimpor dan/atau mengekspor, ataupun menyediakan sebagaiman yang 
disebutkan sebelumnya, baik paten produk maupun proses guna 
kepentingan komersial sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta Article 2 (3) dan Article 
101 Japan Patent Act. 
Kegiatan komersialisasi aset intelektual seperti lisensi paten 
haruslah dilakukan oleh pemegang paten yang sah sebagai pemberi lisensi 
sehingga dapat terjamin perlindungannya. Aktivitas pengalihan paten yang 
tentunya mengandung informasi tertentu yang tergolong sebagai informasi 




lisensi paten, pemegang paten selaku licensor dapat melindungi sekaligus 
mendapatkan penghasilan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian 
royalty. Di lain pihak, penerima lisensi sebagai mitra kerjasama juga dapat 
melengkapi suatu produknya, menambah variasi produk dan/atau 
memperluas pangsa pasar sekaligus membantu melindungi hak ekonomi 
dari pemberi lisensi. Pengalihan melalui lisensi yang melibatkan pemberi 
lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee), umumnya dapat dilakukan 
melalui dua cara, yakni dengan lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif. 
Perjanjian lisensi memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. 
Perjanjian lisensi tidak boleh memuat klausula yang membahayakan 
ataupun mengancam kepentingan nasional. Perjanjian lisensi juga tidak 
boleh memuat ketentuan apapun yang dapat menyebabkan persaingan tidak 
sehat seperti halnya menghambat masyarakat dalam melakukan transfer, 
kontrol ataupun mengembangkan teknologi, dan tentunya tidak 
bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku. Selain syarat 
tersebut di atas, terdapat juga beberapa syarat lain yang tidak kalah penting. 
Syarat-syarat tersebut diantaranya yakni perjanjian lisensi hanya dapat 
dilakukan selama masih dalam jangka waktu perlindungan paten. Pemberi 
lisensi tidak dapat memberikan lisensi kepada penerima lisensi jika masa 
perlindungan telah berakhir atau pendaftaran paten telah dicabut.66 
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Perjanjian lisensi harus dinyatakan secara tertulis dan menggunakan 
bahasa yang sesuai dimana perjanjian tersebut didaftarkan. Pendaftaran ini 
juga memuat perihal perpanjangan masa kerjasama paten, modifikasi, serta 
batasan-batasan dalam hal lisensi eksklusif. Berkaitan dengan adanya 
perubahan nama baik pemberi atau penerima lisensi, ataupun terkait hak 
kekayaan intelektual yang bersangkutan, pemohon harus mengajukan 
permohonan pencatatan baru. Namun di Indonesia, apabila terdapat 
perubahan terkait dengan alamat para pihak, ketentuan jenis lisensi, serta 
klausula sublisensi seperti misalnya berkaitan dengan istilah, wilayah 
pelaksanaan, pemutusan hubungan, maka pemohon hanya perlu 
memberitahukan perubahan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual (DJKI) tanpa perlu melakukan permohonan pencatatan baru.67 
Pemohon juga dapat melampirkan perjanjian lisensi secara singkat yang 
hanya memuat persyaratan yang dibutuhkan sehingga dapat menghindari 
pengungkapan informasi rahasia. 
Indonesia mengenal tiga jenis lisensi meskipun pada dasarnya hanya 
terdapat dua jenis lisensi. Lisensi tersebut terdiri atas lisensi eksklusif, 
lisensi non-eksklusif, serta lisensi-wajib. Pemegang paten sebagai penerima 
hak eksklusif selain dapat melaksanakan sendiri patennya, juga dapat 
memberikan lisensi eksklusif maupun lisensi non-eksklusif kepada pihak 
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tertentu dalam rangka mengeksploitasi dan mengomersilkan hasil kekayaan 
intelektualnya. Jenis dan cakupan terkait pelaksanaan lisensi yang 




Lisensi-wajib yang tergolong dalam lisensi non-eksklusif dapat 
diberikan kepada pihak tertentu melalui Keputusan Menteri Hukum dan 
HAM apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan syarat 
dan bukti tertentu. Bukti-bukti tersebut diantaranya yakni bahwa pihak 
pemegang paten terkait telah menelantarkan ataupun melanggar ketentuan 
terkait pelaksanaan paten seperti tidak melaksanakan paten sesuai standar 
yang telah ditetapkan, adanya penolakan untuk memberikan lisensi dengan 
persyaratan yang wajar, adanya praktik persaingan usaha tidak sehat seperti 




melaksanakan paten tersebut dengan syarat terdapat inovasi terkait paten 
yang telah ada sehingga nantinya dapat diketahui besaran dan mekanisme 
pembayaran royalty yang akan diberikan kepada pemegang paten terkait 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 92 Undang-
Undang tentang Paten.68 Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena 
pewarisan. 
Apabila dilihat dari segi kedudukannya, pemilik paten maupun 
pemegang lisensi eksklusif memiliki hak untuk menuntut atas pelanggaran 
paten yang dilakukan oleh pihak lain. Larangan dan permintaan ganti rugi 
dapat diperoleh oleh keduanya selama pihak yang dianggap melanggar 
menyalahi ketentuan dalam lingkup klaim paten yang sebelumnya telah 
didaftarkan pada DJKI. Di sisi lain, dalam hal penerima lisensi eksklusif 
hanya memiliki beberapa hak substansial, maka pemegang paten diharuskan 
untuk mengikuti proses pengadilan. Sedangkan pada lisensi non-eksklusif, 
Indonesia memiliki kesamaan dengan Jepang, yakni penerima lisensi yang 
bersangkutan tidak berhak menuntut atau bergabung sebagai pihak dengan 
pemilik paten sehingga mereka tidak berhak atas ganti rugi. 
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang 
semakin pesat juga berdampak pada maraknya penyalahgunaan maupun 
pelanggaran terhadap suatu invensi paten. Penyalahgunaan maupun 
pelanggaran paten dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pihak lain 
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maupun pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi paten. Pelanggaran 
dalam hal lisensi paten umumnya disebabkan karena ditemukannya inovasi 
baru yang berkaitan dengan invensi yang menjadi objek lisensi, sehingga 
baik pihak pemberi maupun penerima lisensi seringkali ingin menguasai 
pengembangan yang bersangkutan. Maka dari itu, dalam perjanjian lisensi 
harus diperjelas mengenai kedudukan para pihak, lingkup pelaksanaan 
lisensi paten, pembagian royalty, klausula grant-back dan minimum 
guarantee, serta klausula apabila terjadi kepailitan dan sebagainya, yang 
tentunya memerlukan penasihat di bidang kekayaan intelektual seperti 
konsultan paten atau patent attorney. 
Indonesia melalui Komisi Banding Paten dan Pengadilan Niaga 
berkomitmen penuh dalam upaya penegakkan kekayaan intelektual. Patent 
Appeal Commision atau Komisi Banding Paten melalui Peraturan Menteri 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten berkewajiban 
menangani hal-hal yang berkaitan dengan permohonan banding terkait 
penolakan, perubahan klaim dan/atau gambar yang berhubungan dengan 
pemberian suatu paten, serta perlawanan terhadap pemberian suatu paten 
(post-grant oposition).69 Di sisi lain, Pengadilan Niaga mengakomodir 
apabila terdapat laporan ataupun gugatan terkait penyalahgunaan maupun 
pelanggaran terhadap kekayaan intelektual sehingga menjadikannya 
lembaga yang memiliki peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan 
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paten dalam negeri. Mengingat suatu aset kekayaan intelektual seringkali 
terintegrasi dengan informasi tertentu yang tergolong dalam informasi 
rahasia ataupun jenis kekayaan intelektual lain seperti merek ataupun hak 
cipta, regulasi terkait juga akan turut andil dalam aktivitas kerjasama lisensi. 
Pelaksanaan lisensi paten memiliki berbagai variasi bergantung 
pada perjanjian yang telah disepakati. Pelaksanaan lisensi dapat mencakup 
seluruh maupun sebagian tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya, 
sekaligus dapat dilakukan oleh satu pihak tertentu maupun lebih. Sama 
halnya dengan cakupan dan jumlah pihak, jangka waktu lisensi juga akan 
akan bergantung pada kesepakatan selama tidak melebihi jangka waktu 
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada lisensi-wajib, 
berakhirnya masa lisensi bergantung pada keputusan yang sebelumnya 
ditetapkan oleh Menteri terkait ataupun oleh putusan Pengadilan Niaga yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pemerintah 
melalui peraturan perundang-undangan terkait seperti praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat serta peraturan pelaksana paten juga turut 
memberikan pedoman dan pengawasan bisnis yang berkaitan dengan 
teknologi sehingga tidak dikuasai oleh pihak tertentu. 
Pencatatan perjanjian lisensi sangatlah diperlukan. Pencatatan dan 
publikasi perjanjian lisensi akan berdampak pada adanya implikasi hukum 
terhadap pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018. Pencatatan perjanjian lisensi 




lisensi berlangsung, yang mana bergantung pada masa perlindungan paten 
yakni selama 20 tahun. Pencatatan perjanjian lisensi juga dapat dicabut 
apabila terdapat kesepakatan para pihak, adanya keputusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap, ataupun karena alasan lain yang dibenarkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan 
dengan permohonan pendaftaran pengalihan paten sebelum adanya 
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pencatatan Pengalihan Paten, akan diproses sesuai ketentuan yang termuat 
dalam Peraturan Presiden No 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pencatatan Pengalihan Paten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21,70 
sedangkan berkaitan dengan perjanjian lisensi akan dicatat berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian 
Lisensi Kekayaan Intelektual. 
Jepang yang merupakan sektor farmasi dan manufaktur terbesar ke-
2 di dunia memiliki sistem lisensi yang tentunya memiliki ciri khasnya 
tersendiri. Aktivitas kerjasama melalui lisensi paten sangat popular di 
Jepang, baik berupa lisensi tunggal, lisensi gabungan maupun lisensi silang 
atau cross-licensing. Merujuk pada Article 77 dan Article 78 Japan Patent 
Act, pemegang paten dapat memberikan lisensi eksklusif ataupun lisensi 
non-eksklusif dalam jangka waktu tertentu berkaitan dengan hak paten yang 
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dimilikinya sepanjang pelaksanaannya masih dalam cakupan yang 
diuraikan dalam deskripsi, cakupan klaim ataupun gambar yang telah 
dilampirkan pada saat pengajuan permohonan paten oleh pemilik paten. 
Pada Negara Jepang terdapat beberapa jenis lisensi, diantaranya yakni Tsujo 
License yang dapat berupa lisensi eksklusif maupun lisensi non-eksklusif, 
serta Senyo License, yang masing-masing memiliki kriteria tersendiri. 
 
Gambar 1.2 
Tsujo License merupakan pemberian izin kepada pihak tertentu 
untuk melakukan invensi paten yang bersangkutan. Pada segi lisensi 
ekslusifnya, pemegang lisensi ini dapat meminta tindakan yang dirasa 
diperlukan dalam rangka pencegahan pelanggaran paten. Penerima lisensi 
eksklusif berhak untuk melarang pihak lain untuk mengomersilkan paten 
yang bersangkutan, berhak menuntut ganti rugi atas pelanggaran paten yang 
dilakukan oleh pihak lain, berhak untuk menyita produk dari paten yang 




pelanggaran yang bersangkutan, kecuali apabila memang sebelumnya telah 
disepakati lain dalam perjanjian lisensi yang bersangkutan. Penerima lisensi 
eksklusif juga berhak melisensikan haknya lagi kepada pihak ketiga dengan 
syarat sudah disetujui oleh pemilik paten sebagaimana disebutkan dalam 
Article 77 (4). 
Lain halnya dengan Tsujo Exclusive License, penerima lisensi Tsujo 
non-eksklusif hanya berhak untuk melaksanakan paten selama dalam 
lingkup yang ditentukan dalam perjanjian lisensi ataupun peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan paten. Penerima lisensi non-
eksklusif tidak memiliki kewenangan baik untuk menuntut dan meminta 
ganti rugi kepada pihak lain atas pelanggaran paten maupun untuk melarang 
pihak lain menggunakan paten yang bersangkutan. Terkait lisensi eksklusif 
perlu adanya follow up agar lisensi tersebut dapat dikatakan sah, yakni wajib 
didaftarkan pada Kantor Paten Jepang yang kemudian mengeluarkan Senyo 
license, sebagaimana ditentukan dalam Article 98 (1) (ii). Lain halnya 
dengan lisensi eksklusif, mengingat Article 99, terhitung sejak April 2012, 
pada lisensi non-eksklusif tidak lagi perlu dilakukan pendaftaran lebih lanjut 
untuk dinyatakan sah dan berlaku. Sejalan dengan Exclusive Tsujo License, 
pada Senyo License meskipun terdapat beberapa hak yang dikecualikan dari 
hak paten asli, pemegang lisensi jenis ini tetap dapat melakukan gugatan 




ganti rugi.71 Berkaitan dengan pengalihan hak paten yang disebabkan 
karena pewarisan, cukup diberitahukan kepada Komisioner Kantor Paten 
tanpa perlu didaftarkan kembali. 
Pada Japan Patent Act, khususnya pada ketentuan Article 34-2 dan 
Article 34-3 terdapat ketentuan yang memuat perihal lisensi eksklusif dan 
juga lisensi non-eksklusif sementara. Ketentuan ini berlaku mulai tahun 
2009 yang mana berdampak pada tetap dapat dilakukannya perjanjian 
lisensi meskipun permohonan paten masih dalam status menunggu atau 
sedang dalam pemeriksaan dan belum diberikan hak paten oleh Kantor 
Paten. Apabila terdapat perubahan pada deskripsi atau klaim paten yang 
sedang diajukan permohonan, hal tersebut juga berlaku bagi lisensi 
eksklusif maupun lisensi non-eksklusif sementara. Begitupun saat 
permohonan paten diterima, maka lisensi eksklusif atau lisensi non-
eksklusif sementara tersebut juga berganti status menjadi lisensi eksklusif 
atau lisensi non-eksklusif. Kebijakan ini diberlakukan guna terus 
mendorong tumbuh-kembang iklim inovasi dan persaingan usaha yang 
sehat di Jepang. 
Lisensi eksklusif juga memiliki berbagai batasan. Diantaranya yakni 
penggunaan atas lisensi eksklusif atas paten terkait akan dihentikan apabila 
kemudian paten yang bersangkutan ternyata tidak dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Lisensi eksklusif juga akan dihentikan apabila 
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kemudian ditarik, ditolak, ataupun karena adanya keputusan persidangan 
yang bersifat final yang menyatakan bahwa paten yang bersangkutan 
ditolak. Pada Article 34-2 (5) dan Article 34-3 (2) Japan Patent Act, juga 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait lisensi baik lisensi 
eksklusif maupun lisensi non-eksklusif bergantung pada perjanjian masing-
masing. Lebih lanjut, pada Article 34-2 (3) dan Article 34-3 (4) penggunaan 
atas lisensi eksklusif maupun lisensi non-eksklusif tersebut hanya dapat 
dialihkan apabila kemudian ada hal-hal lain yang berkenaan dengan paten 
yang bersangkutan juga dipindahkan seperti contohnya pada pewarisan. 
Pada Article 83, Article 92 dan Article 93 Japan Patent Act memuat 
pengecualian terkait pelaksanaan paten. Pengecualian tersebut berlaku 
apabila setelah 4 (empat) tahun paten tersebut diajukan, suatu invensi paten 
selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dilaksanakan di Jepang atau tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya maka pihak lain dapat mengajukan 
permohonan untuk menggunakan paten yang bersangkutan kepada pemilik 
paten ataupun pemilik lisensi eksklusif guna berkonsultasi agar dapat 
diperolehnya lisensi non-eksklusif. Apabila tidak dapat dilakukannya 
perundingan ataupun tidak tercapainya kesepakatan, maka pemohon dapat 
mengajukan penggunaan paten yang bersangkutan kepada Komisaris 
Kantor Paten untuk kemudian dibantu dalam mediasi sebagai upaya 
perolehan lisensi. Pengecualian ini tidak berlaku apabila paten yang 
bersangkutan tergolong dalam tindakan sebagaimana disebutkan dalam 




oleh karena itu, pemohon harus mendapatkan izin dari pemilik paten yang 
sah apabila bermaksud untuk menggunakan paten tersebut. Apabila invensi 
yang dimohonkan berkaitan dengan kepentingan umum dan tidak dapat 
dicapainya kesepakatan para pihak, maka pemohon dapat mengajukan 
permohonan penggunakan paten yang bersangkutan kepada METI atau 
Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang.72 
Regulasi di Indonesia dan Jepang terkait dengan paten yang dimiliki 
secara bersama-sama juga memiliki perbedaan. Jika di Indonesia baik paten 
yang bersangkutan akan dilaksanakan secara mandiri ataupun akan 
dilisensikan kepada pihak lain, maka harus dilakukan dengan persetujuan 
dari seluruh pihak yang merupakan pemilik paten yang bersangkutan. Lain 
halnya di Indonesia, di Negara Jepang pemilik paten yang terdiri atas lebih 
dari satu orang tetap dapat menjalankan patennya secara individu kecuali 
telah diperjanjikan lain. Namun, apabila akan dilisensikan kepada pihak 
lain, harus sesuai dengan kesepakatan dari pemilik paten secara 
keseluruhan.73 Jepang juga memiliki beberapa ketentuan terkait 
pelanggaran terhadap paten yang dimiliki oleh pemegang paten. Jumlah 
keuntungan yang diperoleh pihak pelanggar paten akan dianggap sebagai 
jumlah kerugian yang diderita oleh pemegang paten. Pemegang paten juga 
dapat mengkalim hasil temuan lebih lanjut atas paten yang bersangkutan. 
Oleh karena itu, pemegang paten, baik pemilik paten maupun penerima hak 
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lebih lanjut atas paten yang bersangkutan berhak untuk mengklaim 
kompensasi atas kerugian yang diderita, baik karena kesengajaan ataupun 
kelalaian pelanggar. Di sisi lain, pihak yang dianggap sebagai pelanggar 
juga dapat memberikan alasan agar kemudian menjadi pertimbangan dalam 
penyelesaian sengketa. 
Melihat cepatnya perkembangan teknologi pada lingkup global, 
hukum sebagai sarana penyedia kepastian serta perlindungan pada akhirnya 
harus beradaptasi agar tetap efektif untuk diterapkan. Jepang sebagai 
Negara dengan perkembangan teknologinya yang pesat semakin 
menunjukkan upaya proaktifnya, baik dari pemerintah maupun organisasi 
publiknya untuk menyediakan landasan hukum yang efisien guna tetap 
melindungi kekayaan intelektual secara efektif. Guna merespon 
perkembangan KI tersebut, ketentuan lisensi selain tercantum dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas, juga terdapat dalam beberapa peraturan maupun 
kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. 
Mengingat pengimplementasian hak eksklusif paten rentan dengan 
praktek monopoli, The Japan Fair Trade Committee (JFTC) melalui 
Guidelines for Use of Intellectual Property Rights di bawah Undang-
Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (the Anti-
Monopoly Act and Unfair Competition Prevention Law), juga turut berperan 
dalam penegakkan paten. Melalui pedoman tersebut juga disebutkan 




merampas peluang bisnis pihak lain guna mengurangi jumlah pesaing 
maupun menolak negosiasi lisensi dan memilih mengajukan gugatan 
meskipun penyataan FRAND ((fair, reasonable, and non-discriminatory) 
sudah disebutkan. Apabila langkah tersebut tetap ditempuh, maka 
pengajuan gugatan akan ditolak dan ada resiko counter-claim atau klaim 
balasan terkait pelanggaran terhadap hukum anti monopoli yang dilakukan 
oleh pemegang hak yang bersangkutan. Contohnya saja pada kasus antara 
Apple dan Samsung yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi KI 
Jepang. 
Pada bidang teknologi komunikasi, Japan Paten Office (JPO) 
menerbitkan panduan negosiasi lisensi yang dituangkan dalam Guide to 
Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents pada 5 Juni 
2018. Adanya panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 
kepada para pihak terkait negosiasi lisensi agar dapat dilakukan secara 
seimbang dan efisien. Dengan adanya paduan ini juga diharapkan dapat 
meningkatkan transparansi sekaligus memfasilitasi negosiasi antara 
pemegang hak dan para pihak yang akan berperan sebagai licensee dengan 
membantu mencegah atau menyelesaikan sengketa agar dapat dilakukan 
secara efisien. Pada panduan tersebut juga dijelaskan mengenai langkah-
langkah negosiasi lisensi, diantaranya yakni adanya tawaran negosiasi 
lisensi yang akan diikuti dengan kesediaan untuk mendapatkan lisensi, 
pengajuan penawaran yang adil, wajar, dan non diskriminatif atau FRAND 




dari para pihak yang didasari dengan itikad baik. Panduan ini juga 
mencakup aspek lainnya, misalnya saja pada penanganan rahasia, 
transparasi standar paten, batasan lingkup lisensi, serta pertimbangan 
penghitungan royalty.74 
Berikut tabel persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan lisensi 
paten di Indonesia dan Jepang : 










Undang Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Paten, 
khususnya Pasal 74 dan 
Pasal 79 menyebutkan 
bahwa hak atas paten dapat 
beralih ataupun dialihkan 
baik seluruhnya maupun 
sebagian, baik karena 
pewarisan, hibah, wasiat, 
wakaf, perjanjian tertulis, 
ataupun karena sebab lain 








Patent Act, khususnya 
Article 27 (1), Article 
33, Article 77 dan 
Article 78 yang 
menyebutkan bahwa 
hak atas paten dapat 
dialihkan. Pemilik 




kepada pihak lain. 
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kesepakatan para pihak 
selama tidak mengganggu 
kepentingan nasional, 
peraturan perundang-




lisensi paten akan 
bergantung pada 
kesepakatan para 







di bidang kekayaan 
intelektual yang 




Article 34-2 (5) dan 









Pasal 19 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Paten. 
 
Article 2 (3) dan 
























kekurangan dalam hal 












dan upaya penegakkan 













Indonesia mengenal jenis 
lisensi eksklusif, lisensi 





Jepang juga mengenal 
adanya lisensi 
eksklusif dan lisensi 
non-eksklusif. 
Keduanya merupakan 
bagian dari tsujo 
license yang mana 
lisensi eksklusifnya 
harus diikuti dengan 














Perjanjian lisensi harus 
didaftarkan / dicatatkan 
kecuali terkait perubahan 
tertentu hanya perlu 
dilaporkan kepada DJKI 
tanpa harus melakukan 
pencatatan ulang 
sebagaiman tertuang 
dalam Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2020 tentang 






eksklusif perlu adanya 
follow up agar lisensi 
tersebut dapat 
dikatakan sah, yakni 
wajib didaftarkan pada 





Article 98 (1) (ii). Lain 
halnya dengan lisensi 
eksklusif, mengingat 
Article 99, terhitung 
sejak April 2012, pada 
lisensi non-eksklusif 
tidak lagi perlu 
dilakukan pendaftaran 
lebih lanjut untuk 







Dalam bisnis khususnya yang berkaitan dengan paten, perlindungan 
terhadap paten yang bersangkutan tentu memiliki tantangan tersendiri 
terutama pada lingkungan global yang semakin kompetitif seperti saat ini. 
Perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi yang semakin 
tak mengenal batas, pada akhirnya berpengaruh pada aktifitas bisnis yang 
mendorong berbagai pihak untuk berupaya menjadi yang terdepan dalam 
berbagai bidang. Suatu invensi juga tak jarang memerlukan kolaborasi 
dengan invensi atau hasil karya intelektual dari cabang kekayaan intelektual 
yang lain untuk dapat berfungsi atau sampai pada marketplace. Oleh karena 
itu, perlindungan terhadap kekayaan intelektual menjadi salah satu 
komponen penentu bagi keberhasilan pelaksanaan eksploitasi dan 
komersialisasi aset kekayaan intelektual. 
Adanya kesepakatan, perjanjian maupun ketentuan internasional 
lainnya yang bersifat umum tersebut, pada akhirnya akan dimodifikasi 
menjadi hukum nasional sehingga dapat diterapkan sesuai hukum yang 
berlaku di Negara yang bersangkutan. Mengingat seiring dengan 
perkembangan zaman, perlindungan terkait kekayaan intelektual dewasa ini 
sangatlah penting, tak terkecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut 
tentang paten yang pada akhirnya diratifikasi ke dalam hukum nasional 
masing-masing Negara guna memberikan pedoman dalam memajukan 
perkembangan iklim inovasi dan alih teknologi pada Negara yang 




sosial budaya masyarakatnya layaknya asas ubi societas ibi ius.75 Perbedaan 
sistem hukum yang diterapkan oleh Negara-negara di dunia inilah yang 
kemudian menimbulkan karakteristik masing-masing Negara sehingga 
dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum di Negara yang bersangkutan 
pula. Masa perlindungan paten yang dibatasi juga dimaksudkan sebagai 
pengimplementasian prinsip keadilan sekaligus penyeimbang antara 
kepentingan individu dan masyarakat. Adanya regulasi dan penegakkan 
hukumnya yang tegas serta didukung dengan adanya budaya masyarakat 
melalui penghargaan, penghormatan, serta perlindungan yang diberikan, 
pada akhirnya akan membantu menciptakan kepastian, keseimbangan serta 
keadilan hukum sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas 
karya intelektual yang berkontribusi dalam membantu upaya tumbuh-
kembang iklim inovasi yang juga berperan dalam pembangunan nasional. 
 
B. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia dan Jepang 
Indonesia dan Jepang memiliki keterkaitan historis yang kemudian 
berdampak pada berbagai kerjasama di berbagai bidang pada kedua Negara 
tersebut. Keberadaan kerjasama melalui perjanjian lisensi paten yang 
merupakan bagian dalam upaya komersialisasi aset intelektual menjadi 
salah satu kunci bagi keberhasilan inovasi dalam negeri. Merujuk pada 
Global Innovation Index yang diselenggarakan atas kerjasama antara WIPO, 
INSEAD, dan Cornell University pada September lalu, tingkatan inovasi 
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dalam suatu Negara kini menjadi salah satu indikator keberhasilan 
perekonomian suatu Negara. Bergesernya sentra inovasi dari kawasan 
Eropa ke Asia membuat Indonesia dan Jepang mulai mempersiapkan 
strateginya masing-masing. Terlebih kini dengan maraknya perpindahan 
perusahaan teknologi dunia dari Negara China dan adanya pandemi Covid-
19 semakin menyadarkan banyak Negara akan pentingnya pembangunan di 
wilayahnya masing-masing baik melalui regionalisasi, nasionalisasi 
maupun lokalisasi guna mempersingkat waktu dan biaya yang digunakan 
dalam aktifitas bisnis. 
Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry dalam Global Innovation 
Index (GII) 2020 menyatakan bahwa lingkup sektor inovasi semakin 
bergerak ke Negara-negara Asia. Adanya krisis ekonomi tahun 2008-2009 
yang disebabkan oleh banyaknya industri manufaktur yang berpindah dari 
Negara barat ke China, serta terjadinya perang dagang antara Amerika 
Serikat dan China mengakibatkan investasi dan perdagangan lintas Negara, 
tingkat pinjaman bank serta aktifitas supply chains mengalami perubahan 
hingga akhirnya anjlok.76 Seiring berjalannya waktu dan maraknya 
perpindahan perusahaan teknologi dunia dari China serta adanya pandemic 
Covid-19 pada akhirnya menimbulkan pergeseran terhadap Negara-negara 
pemain bisnis. Agresifitas China dalam menguasai perdagangan dan 
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teknologi global juga tercermin dari beberapa kebijakannya.77 Diantaranya 
yakni perlakuan yang berbeda terhadap perusahaan asing seperti misalnya 
akses yang mudah dan pajak yang rendah bagi perusahaan warga Negara 
China, diperbolehkannya pengubahan maupun peniruan teknologi dan/atau 
produk dari perusahaan asing serta keinginannya dalam menguasai Laut 
China Selatan yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia sekaligus 
sumber cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 11 milyar barel dan 
gas alam sebanyak 190 triliun menjadikannya sejumlah alasan terjadinya 
perang dagang antara China dan Amerika Serikat.78 
Pergeseran pamor China dimanfaatkan oleh Negara-negara Asia 
lainnya, tak terkecuali Indonesia dan Jepang. Pada bidang kekayaan 
intelektual, meskipun China dapat melampaui Jepang dan AS dalam hal 
jumlah pendaftaran paten, namun China tetap dikenal sebagai “Negara 
peniru”.79 Terlebih dengan adanya pandemic Covid-19 pun pada akhirnya 
membuat banyak perusahaan raksasa teknologi dunia beralih ke Negara 
Asia lainnya. Guna membantu warga negaranya tersebut, Jepang bahkan 
menawarkan paket stimulus sejumlah 108 triliun yen atau 2.2 milyar dollar 
yang mana setara 20% GDP nasionalnya bagi perusahaan Jepang untuk 
hijrah dari China, serta sebanyak 215 juta dollar bagi yang berniat 
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merelokasi perusahaannya dari China ke Negara-Negara di Asia 
Tenggara.80 
Praktik bisnis akan selalu berkembang mengikuti berbagai 
perubahan pendekatan yang dilakukan oleh para subjeknya. Pengalihan 
teknologi sebagaimana dirumuskan oleh United Nation Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
diantaranya yakni melalui Foreign Direct Investment, Joint Venture, 
License, Franchise, Management Contracts, Marketing Contracts, 
Technical Service Contracts, Turn-key Contracts, serta International Sub-
Contracting yang umumnya dilaksanakan melalui penanaman modal secara 
langsung maupun melalui perjanjian lisensi. Dalam rangka komersialisasi 
aset intelektual, khususnya pada lingkup paten, pemilik paten umumnya 
memiliki dua cara untuk dapat menjadikan invensinya sampai ke tangan 
masyarakat. Pemilik paten selain dapat memanufaktur invensi yang 
bersangkutan secara mandiri, juga tak jarang banyak yang lebih memilih 
untuk melisensikan invensinya kepada pihak lain, sehingga tak heran 
apabila kemudian seiring dengan perkembangan zaman, lisensi paten kini 
semakin dilirik oleh para pelaku bisnis. Adanya perjanjian lisensi paten 
yang menjadi jembatan bagi terlaksananya transfer teknologi harus 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat sekaligus 
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harus sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah di wilayah 
mana pelaksanaan paten tersebut akan diterapkan. 
Komersialisasi aset intelektual seperti lisensi paten dipilih karena 
memiliki beberapa keuntungan. Pemegang paten, terutama bagi mereka 
yang hanya menyukai dalam hal penciptaan karya intelektual tanpa harus 
memikirkan bagaimana produknya sampai pada tangan konsumen, menilai 
bahwa resiko yang ditanggung akan lebih kecil jika melisensikan patennya 
bila dibandingkan dengan melaksanakan patennya secara mandiri, karena 
tentunya dilakukan oleh perusahaan yang sudah berpengalaman dalam hal 
manufacturing. Di sisi lain, pihak penerima lisensi yang umumnya adalah 
suatu perusahaan dengan adanya lisensi juga dapat menambah variasi 
produk maupun memperluas cakupan ataupun meningkatkan penjualan 
produknya sehingga dapat meningkatkan pemasukan perusahaan. Tak 
jarang juga ditemui pemegang paten atau perusahaan yang bergantung pada 
kerjasamanya dengan perusahaan lain agar invensinya tersebut dapat 
menjadi suatu produk yang dapat sampai ke tangan konsumen. 
Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
informasi yang semakin pesat juga berdampak pada maraknya 
penyalahgunaan maupun pelanggaran terhadap suatu invensi paten. 
Penyalahgunaan maupun pelanggaran paten dapat dilakukan oleh berbagai 
pihak, baik itu pihak lain maupun pihak yang terlibat dalam perjanjian 
lisensi paten. Pelanggaran dalam hal lisensi paten umumnya disebabkan 




menjadi objek lisensi, sehingga baik pihak pemberi maupun penerima 
lisensi seringkali ingin menguasai pengembangan yang bersangkutan.81 
Maka dari itu, dalam perjanjian lisensi harus diperjelas mengenai 
kedudukan para pihak, lingkup pelaksanaan lisensi paten, pembagian 
royalty, klausula grant-back dan minimum guarantee, serta klausula apabila 
terjadi kepailitan dan sebagainya, yang tentunya memerlukan penasihat di 
bidang kekayaan intelektual seperti konsultan paten atau patent attorney. 
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi 
berdampak pada meningkatnya jumlah pendaftaran paten secara global 
mengingat inovasi di bidang teknologi menjadi komoditi yang semakin 
diminati karena kian popular di masyarakat. Adanya peningkatan ini yang 
dibarengi dengan hadirnya era Revolusi Industri 4.0 menjadikan regulasi 
terkait paten dan pengelolaannya menjadi sangat penting. Terlebih dengan 
adanya momentum seperti ini tentunya menambah jumlah kerjasama yang 
berkaitan dengan teknologi seperti halnya lisensi paten. Sayangnya tak 
jarang pula suatu produk hasil teknologi belum mampu dihasilkan oleh 
inventor dalam negeri sehingga diperlukan kerjasama dengan pemegang 
paten yang berasal dari luar negeri terkait invensi yang bersangkutan. 
Melalui perjanjian lisensi ini diharapkan mampu menjadi jembatan alih 
teknologi guna membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai 
bidang industry dalam negeri.82 Namun, ketatnya persaingan terkait invensi 
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yang berkaitan dengan proses maupun produk serta aktivitas pelaksanaan 
invensi yang bersangkutan tak jarang menjadi sebab timbulnya pergesekan 
di bidang paten, terlebih invensi yang berkolaborasi dengan invensi lain 
ataupun cabang kekayaan intelektual lainnya. Salah satu contohnya yakni 
pada kasus perjanjian lisensi paten antara Blackberry Ltd. dengan PT. XL 
Axiata Tbk yang terjadi di Indonesia. 
Suatu perjanjian tentunya harus berpedoman terhadap asas-asas 
perjanjian. Salah satunya yakni mengenai kebebasan berkontrak, kecakapan 
dan konsensus para pihak, adanya objek tertentu dan sebab yang halal, serta 
adanya itikad baik para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang 
bersangkutan. Pada perjanjian lisensi tak jarang menimbulkan 
ketidaksetaraan antara pemegang paten sebagai pemberi lisensi dengan 
pihak penerima lisensi paten. Hal ini dapat terjadi karena umumnya 
pemegang paten memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena mampu 
memberikan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan 
invensinya. Meskipun di sisi lain langkah ini dapat dikatakan sebagai bagian 
dari salah satu upaya pemegang paten dalam rangka menjaga standar 
kualitas patennya sekaligus mencegah terjadinya kerugian ataupun tindakan 
lainnya yang tidak diinginkan, namun hal ini juga dapat pula menimbulkan 
gesekan dengan klausula yang tergolong sebagai praktik bisnis terlarang. 
Tindakan pelarangan kepada pihak penerima lisensi untuk bekerjasama 
dengan pihak lain seperti yang pernah terjadi pada kasus antara Microsoft 




internet explorer bersama-sama dengan windows dibandingkan dengan 
Netscape navigator dalam komputernya menunjukkan salah satu contoh 
dimana klausula dalam perjanjian paten dapat bersifat baku dan tidak dapat 
dinegosiasi.83 Sehingga penerima lisensi mau tidak mau pun harus 
menyetujuinya agar tetap dapat menggunakan paten tersebut sebagaimana 
yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Paten. 
Perusahaan Research In Motion atau yang kini dikenal dengan 
Blackberry Ltd dan PT Exelcomindo Pratama Tbk yang kini menjadi PT XL 
Axiata Tbk melakukan kerjasama dalam yang berkaitan dengan produk 
milik Blackberry Ltd. Kerjasama lisensi ini mencakup hak paten, merek, 
design, hak cipta dan tentunya rahasia dagang yang berkaitan dengan 
Blackberry Solution. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk 
memperluas pangsa pasar Blackberry melalui pelayanan yang berkaitan 
dengan operator selular sekaligus sebagai bentuk pemberian wewenang 
kepada PT XL Axiata Tbk untuk mengeksploitasi produk Blackberry yang 
diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia. Blackberry Ltd 
tetap akan mengawasi terkait pelaksanaan lisensi yang bersangkutan guna 
tetap terjaganya hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Perjanjian 
kerjasama ini juga memiliki audit clause yang mana akan diperbaharui 
sesuai situasi dan kondisi pasar Indonesia. Terkait informasi jumlah royalty, 
spesifikasi objek perjanjian lisensi paten serta jangka waktu yang disepakati 
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oleh kedua belah pihak tidak terbuka secara umum, sebab, hal ini guna 
menjaga kerahasiaan paten yang bersangkutan. 
Mengenai upaya apabila timbul suatu sengketa, pada perjanjian 
tersebut telah memuat klausul yang mengaturnya. Beberapa upaya 
penyelesaian terkait timbulnya sengketa diantaranya yakni, dilakukannya 
perundingan antara para pihak terkait. Apabila perundingan yang didasari 
atas itikad baik dari para pihak tidak mencapai kesepakatan maka 
penyelesaian yang berkaitan dengan adanya ketidaksepahaman atau 
sengketa yang terjadi maka akan dilakukan pertemuan antara managemen 
yang lebih tinggi dari kedua belah pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. 
Apabila kemudian tidak juga dicapai titik terang maka akan diselesaikan 
melalui Commercial Rules of American Arbitration Association di Ontario, 
Canada.84 Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi memiliki beberapa 
keuntungan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti arbitrase  
dipilih karena dinilai lebih efisien karena selain bersifat final dan 
berkekuatan hukum tetap juga dapat mempersingkat waktu dan biaya, serta 
dapat lebih menjamin kerahasiaan sehingga tetap dapat menjaga hubungan 
baik antara para pihak karena keputusannya bersifat win win solution. 
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara 
tersebut yakni melalui litigasi atau proses pengadilan ataupun melalui 
penyelesaian sengketa secara non-litigasi seperti Alternatif Penyelesaian 
Sengketa (APS). Proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual seperti 
                                                          




paten melalui pengadilan di Indonesia dapat dilakukan melalui Pengadilan 
Niaga sebagaimana disebutkan pada Pasal 142 Undang-Undang Paten, 
kecuali untuk rahasia dagang gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri. 
Pihak terkait dapat mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga 
yang bersangkutan apabila kemudian belum merasa puas dengan keputusan 
pengadilan pada tingkat pertama tersebut. Di sisi lain, tertanggal 19 Mei 
2014, Indonesia melalui DJKI juga menyetujui Memorandum of 
Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan WIPO terkait upaya 
penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). 
Alternative Dispute Resolution (ADR) mencakup beberapa metode 
dalam upayanya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Umumnya suatu 
sengketa dapat diselesaikan dengan cara menemukan kesepakatan diantara 
para pihak ataupun dengan melalui suatu keputusan yang otomatis mengikat 
para pihak yang bersangkutan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian 
Sengketa juga semakin menunjukkan dukungannya berkaitan dengan 
penyelesaian sengketa alternative yang dapat dilakukan melalui arbitrase, 
mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain sebagainya, sehingga penyelesaian 
sengketa secara non-litigasi dapat dilakukan baik di Indonesia, Negara lain 
yang juga merupakan bagian dari WIPO maupun melalui WIPO Arbitration 
and Mediation Center.85 
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Merujuk pada perjanjian paten tersebut di atas, dapat dikatakan telah 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Paten, 
khususnya yakni pada Bagian Keempat mengenai Alternatif Penyelesaian 
Sengketa yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan 
melalui arbitrase ataupun melalui alternative penyelesaian sengketa dan 
apabila terjadi suatu tuntutan pidana maka dapat diselesaikan melalui jalur 
mediasi terlebih dahulu. Klausula perjanjian lisensi yang ditentukan secara 
sepihak oleh pemberi lisensi harus diteliti dengan seksama. Pada dasarnya 
setiap perjanjian harus memperhatikan asas-asas yang ada guna 
membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Setiap klausula yang 
ada juga tidak boleh bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku. 
Oleh karena itu, pemahaman terhadap setiap informasi dan data serta 
regulasi yang ada sangatlah penting sehingga tak jarang memerlukan 
bantuan konsultan paten. 
Bidang kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan 
teknologi semakin dilirik karena berbagai produknya telah menjadi suatu 
kebutuhan di masa sekarang. Teknologi yang merupakan suatu cara atau 
metode, proses, ataupun suatu produk yang dihasilkan dari penerapan dan 
pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan memiliki segudang 
manfaat bagi kehidupan manusia. Mengingat kini produk teknologi yang 
semakin penting bagi aktivitas manusia, berbagai pihak pun semakin 
berlomba dalam menguasai suatu teknologi terbaru mengingat bahwa 




menjadi negara terdepan dalam hal teknologi dan bertansformasi menjadi 
negara super power. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta 
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pengalihan teknologi harus 
sejalan dengan visi misi bangsa dan tidak boleh menghambat pembangunan 
nasional. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat harus mengajak tenaga 
kerja dalam negeri sebagai bagian dari upaya membantu peningkatan 
kualitas SDM dalam negeri. Pengunaan tenaga kerja asing dapat dilakukan 
selama memang tenaga ahli dalam negeri masih kurang ataupun memang 
belum ada. 
Kekayaan intelektual, khususnya dalam hal ini adalah paten semakin 
vital bagi bisnis yang mengedepankan inovasi teknologi. Perkembangan 
revolusi industry 4.0 yang semakin maju membuat teknologi semakin 
mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, contohnya saja 
pada perkembangan Internet of Things (IoT), Big Data Analysis, 3D 
Printing serta Artificial Intelligence (AI).86 Pada Negara Jepang yang 
merupakan hotspot science dan technology berdasarkan Global Innovation 
Index (GII) 2020, juga menunjukkan peningkatan terhadap jumlah paten 
yang dimiliki oleh lima industri kendaraan bermotor terbesarnya, yakni 
Toyota, Nissan, Honda, Mazda dan Mitsubishi Motors. Peningkatan paten 
tersebut tidak hanya berupa kendaraan secara umum namun juga yang 
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berkaitan dengan elektronik dan telekomunikasi. Dengan adanya 
peningkatan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya paten dalam 
ekosistem inovasi global. Adanya peningkatan ini pun pada akhirnya juga 
berdampak pada peningkatan jumlah perselisihan dan negosiasi lisensi di 
antara perusahaan-perusahaan yang memiliki pengetahun teknis serta kultur 
yang berbeda terhadap KI, khususnya paten. 
Di Negara Jepang sendiri terdapat beberapa kasus terkait 
permohonan lisensi-wajib yang merupakan bagian dari lisensi non-eksklusif 
melalui arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Article 83, Article 92, dan 
Article 93, namun pada akhirnya permintaan ini ditarik kembali sebelum 
keputusan arbitrase dibuat.87 Kasus lain diantaranya yakni perjanjian lisensi 
paten dan pelanggaran paten antara Apple Inc. dan Samsung Electronics Co. 
Ltd. yang saling tuntut di 10 negara di dunia. Kedua perusahaan raksasa 
telepon pintar tersebut sebelumnya merupakan partner dimana Samsung 
menyuplai beberapa komponen iPhone milik Apple, namun kemudian 
muncul sengketa paten antara Apple dan Samsung yang berkaitan dengan 
paten Apple atas iPhone dan smartphone serta tablet milik Samsung 
sehingga berdampak pada perjanjian lisensi paten antara keduanya. 
Perselisihan antara Apple dan Samsung bersumber dari pergesekan 
antara paten yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak milik 
Apple dengan standard-essential patents atau SEPs milik Samsung.88 
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Apabila diruntut dari kronologinya, Samsung pada tahun 2006 sebenarnya 
telah mengajukan permohonan paten terkait packet data transmission 
process di Jepang, yang kemudian diberikan hak paten pada tahun 2010. 
Pada tahun 2007, Samsung mengumumkan lisensi yang tidak dapat 
dibatalkan berdasarkan ketentuan FRAND kepada ETSI yang merupakan 
organisasi yang mengakomodir pengembangan dan pengujian standar 
teknis global bagi sistem, aplikasi, dan layanan yang mendukung 
telekomunikasi. 
Pada Maret 2011, Apple sebagai produsen smartphone yang 
mengandalkan standar Universal Mobile Telecommunications System atau 
UMTS yang merupakan bagian dari teknologi 3G digugat melalui Hei 23 
(2011) (Wa) No. 38969 pada Tokyo District Court atau Pengadilan Negeri 
Tokyo oleh Samsung karena dianggap melanggar paten proses transmisi 
data tersebut. Hal ini kemudian diikuti tuntutan balik kepada pihak Samsung 
dengan declaration judgement action terkait tidak adanya hak Samsung 
untuk menuntut ganti rugi. Keputusan deklarasi atau penetapan hukum ini 
dimaksudkan untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum dengan 
memutuskan ataupun menegaskan hak, kewajiban, kewenangan para pihak 
dalam sengketa. Meskipun tidak disebutkan secara terbuka berapa persen 
royalty yang diberikan, pada Juli 2011 Samsung sepakat untuk melisensikan 
SEPsnya kepada Apple. Mengingat dari 1889 paten esensial yang tergolong 
dalam UMTS, hanya 103 yang merupakan milik Samsung, Apple pun 




berlebihan, sehingga pada Januari 2011 Samsung berkoordinasi dengan 
Apple agar pihaknya mengajukan proposal baru berkaitan dengan jumlah 
royalty. Pada April 2012, Samsung menganggap bahwa jumlah royalty 
terbaru yang diajukan oleh Apple sangatlah kurang sehingga tidak 
memenuhi syarat FRAND, sehingga Apple mengajukan untuk 
melaksanakan cross licensing atau lisensi silang yang mana royaltinya akan 
dihitung per unit smartphone.89 
Apple dan Samsung tidak mencapai kesepakatan untuk kesekian 
kalinya. Apple menganggap bahwa Samsung telah menawarkan lisensi 
sesuai FRAND dan pihak Apple telah menerimanya dengan 
mengimplementasikan standar UMTS. Sehingga dengan adanya kontrak 
atau perjanjian lisensi paten yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut, 
Samsung dianggap tidak memiliki alasan untuk menuntut ganti rugi 
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Di sisi lain, pihak Samsung 
menilai bahwa adanya penawaran berkaitan dengan suatu perjanjian harus 
dinyatakan secara jelas kedudukan serta hak dan kewajiban para pihak yang 
terlibat dalam kontrak atau perjanjian yang bersangkutan. Karena deklarasi 
FRAND tidak mencakup detail syarat-syarat terkait, maka Samsung 
menganggap bahwa tidak ada perjanjian lisensi antara kedua belah pihak. 
Keputusan terhadap kasus ini di selesaikan pada 28 Februari 2013. 
Pengadilan Negeri Jepang menganggap bahwa SEP tersebut valid sehingga 
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dua model dari produk Apple dianggap melanggar berdasarkan Civil Code 
Section 1 Paragraph 2 dan Paragraph 3. Keputusan ini diberikan dengan 
alasan Samsung telah beritikad baik untuk dilakukannya negosiasi berkaitan 
dengan lisensi yang sesuai dengan syarat FRAND yang menyebutkan 
bahwa apabila terdapat permintaan atas lisensi dibawah SEP dari calon 
penerima lisensi, maka pemegang paten tidak boleh melarangnya 
sebagaimana telah disebutkan juga dalam ETSI’s IPR Policy and Guideline. 
Apple dan Samsung dianggap sudah memasuki tahap untuk melakukan 
suatu perjanjian yang mana dibuktikan dengan pihak Apple yang meminta 
lisensi FRAND dari Samsung yang merupakan tawaran untuk melakukan 
suatu perjanjian sesuai Hukum Perdata, yang kemudian dilanjutkan dengan 
negosiasi yang didasari dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat. 
Apple mengajukan banding atas kasus ini kepada Intellectual 
Property High Court melalui Hei 25 (2013) (Ne) No. 10043 yang kemudian 
diselesaikan pada 16 Mei 2014. Adanya banding ini di dasari dengan 
beberapa alasan. Diantaranya yakni Samsung memberikan syarat lisensi 
FRAND secara umum tidak secara spesifik. Pihak Apple telah meminta 
informasi terkait yang lebih spesifik secara berulang kali namun tidak di 
indahkan oleh pihak Samsung, sehingga dengan tidak diberikannya 
informasi tersebut Samsung dianggap telah melakukan pelanggaran hukum 
dan penggunaan hak secara sewenang-wenang dalam tahap persiapan 
perjanjian lisensi. IP High Court Jepang memutuskan bahwa pemegang SEP 




menggunakan haknya secara sewenang-wenang apabila pihak tersebut terus 
berupaya mencari celah dalam mengekploitasi SEPnya. Adanya klaim yang 
berkaitan dengan ganti rugi ataupun adanya pembayaran royalty yang 
melebihi lingkup FRAND yang dimintakan oleh pemegang paten juga 
termasuk dalam tindakan penggunaan hak yang sewenang-wenang atau 
monopoli sebagaimana disebutkan dalam Hukum Perdata Jepang. Dengan 
berdasarkan hal tersebut, IP High Court Jepang pun memutuskan bahwa 
Samsung tidak memiliki hak untuk mengklaim ganti rugi atas produk 
iPhone 3GS dan iPad Wi-Fi+3G model milik Apple karena tidak ditemukan 
pelangaran atas paten yang dilakukan oleh Apple. Di sisi lain, Samsung 
berhak untuk mengklaim ganti rugi atas produk Apple jenis iPhone 4 dan 
iPad 2 Wi-Fi+3G model karena ditemukan pelanggaran paten yang 
dilakukan oleh pihak Apple. Namun perlu diingat bahwa jumlah ganti rugi 
yang diperbolehkan tidak melebihi besaran lingkup yang diberikan oleh 
FRAND. Beberapa klaim Samsung atas Apple juga ditolak karena tidak 
berdasarkan alasan. Keputusan ini juga mengganti keputusan pada 
pengadilan yang tingkatannya lebih rendah. 
Pemegang paten dapat memperoleh royalty sebagaimana umumnya 
dilakukan dalam perjanjian lisensi. Persentase royalty umumnya diberikan 
antara 2% - 5% dan bergantung apakah akan diberikan secara per unit 
produk atau secara keseluruhan pada masa awal ataupun secara berjangka 
mengikuti pergerakan penjualan produk. Pernyataan berkaitan dengan 




mengklaim ganti rugi yang berlebihan serta perintah pengadilan dalam 
bentuk apapun. Apabila hal tersebut tetap dilakukan maka akan tergolong 
dalam tindakan monopoli, kecuali pihak terkait menolak untuk melakukan 
kerjasama sesuai syarat FRAND. Berfokus pada mekanisme penyelesaian 
sengketa paten di Jepang, gugatan atas pelanggaran hak kekayaan 
intelektual yang berkaitan dengan paten, model utilitas, serta hak cipta atas 
perangkat lunak atau software computer dapat diajukan ke District Court 
Tokyo atau Osaka. Berkaitan dengan pengajuan gugatan yang dimaksudkan 
untuk membatalkan keputusan panel JPO serta pengajuan banding dapat 
diajukan kepada IP High Court atau Pengadilan Tinggi Kekayaan 
Intelektual. Supreme Court atau Mahkamah Agung hanya menangani 
masalah hukum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Pengadilan 
Tinggi.90 
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Menanggapi penegakkan Undang-Undang Pencegahan Persaingan 
Tidak Sehat (Unfair Competition Act) yang telah direvisi pada tahun 2018, 
sejak Juli 2019, Japan Patent Office juga mulai mengimplementasikan 
Manual of “Hantei” (Advisory Opinion) for Essentiality Check atau yang 
dikenal dengan Hantei System. Sistem Hantei ini dimaksudkan untuk 
memberikan informasi terkait pemeriksaan esensial seperti ruang lingkup 
teknis invensi yang dipatenkan, klaim paten, serta terkait standar paten jika 
terjadi perselisian terkait esensialitas paten.91 Guna mengantisipasi 
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peningkatan sengketa pelanggaran paten internasional, Pemerintah Jepang 
melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga 
menyelenggarakan program Patent Prosecution Highway (PPH) serta 
membentuk IACT pertama di Asia. Intellectual Property International 
Arbitration Centre-in Tokyo atau IACT ini menyediakan layanan 
penyelesaian sengketa yang singkat dan efisien selain pengadilan, yakni 
dapat diputuskan maksimal dalam waktu satu tahun sejak kasus diajukan. 
Arbiter dan mediator dalam Pusat Arbitrase Kekayaan Intelektual 
Internasional tersebut dipilih dari beberapa juridiksi utama di seluruh dunia, 
di antaranya yakni berasal dari Jepang, China, Korea Selatan, Australia, 
Eropa, Amerika Selatan, serta Amerika Serikat. Pada pusat arbitrase ini, 
para pihak dapat bebas memilih arbiter atau mediator, kecuali apabila para 
pihak tidak mencapai kesepakatan maka IACT lah yang akan menunjuk 
arbiter. Pusat arbitrase ini tak hanya ditujukan bagi penyelesaian sengketa 
antar perusahaan Jepang dan perusahaan asing saja, namun juga bagi 
penyelesaian sengketa antar perusahaan non-Jepang.92 
Perjanjian lisensi harus memiliki dasar yang kokoh. Lisensi yang 
pada dasarnya merupakan suatu izin yang dimaksudkan untuk melakukan 
suatu secara legal sehingga tidak menjadi suatu pelanggaran, perlu memuat 
informasi-informasi penting terkait. Perjanjian lisensi sebagaimana yang 
telah disebutkan sebelumnya, umumnya memuat objek yang akan 
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dilisensikan, jenis lisensi paten yang hendak diberikan, lingkup teritori 
perjanjian lisensi, ketentuan mengenai royalty serta jangka waktu 
perjanjian. Proses komersialisasi asset intelektual seperti perjanjian lisensi 
juga tentunya harus selalu mengedepankan asas-asas yang ada. Sebab, suatu 
lisensi juga merupakan bukti tertulis terkait diperbolehkannya tindakan atau 
serangkaian tindakan tertentu baik membuat, menggunakan, memiliki atau 
menjual suatu produk atau proses, maupun untuk menjalankan suatu 
perbuatan sehingga penerima lisensi dapat turut menikmati manfaat 
ekonomi sekaligus tetap berjalannya persaingan usaha yang sehat. 
Pada hakekatnya isi dari suatu perjanjian lisensi akan bergantung 
pada kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang 
bersangkutan, namun adanya regulasi dan penegakkan hukumnya yang 
tegas dapat berperan dalam memberikan pedoman yang jelas terkait 
pengimplementasiannya. Regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh tiap-
tiap Negara tentunya dapat berbeda. Adanya persamaan dan perbedaan ini 
dipengaruhi oleh karakteristik Negara masing-masing seperti halnya 
keadaan sosial, ekonomi, demografi, geopolitik dan sebagainya, yang 
tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negara. Sehingga 
pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan komersialisasi aset 
intelektual khususnya dalam hal ini lisensi paten, baik yang dilakukan dalam 
skala nasional maupun internasional dengan menjalin kerjasama dengan 
Negara lain sangatlah dibutuhkan karena dapat menjadi acuan dalam proses 




Pemerintah sebagai penyelenggara Negara berkewajiban 
melindungi segenap warga negaranya, tak terkecuali pula dalam hal 
komersialisasi kekayaan intelektual. Perlindungan berupa pemberian hak 
serta penjaminan terkait lancarnya pelaksanaan hak yang bersangkutan 
melalui regulasi dan kebijakan-kebijakannya pun telah dilakukan oleh 
pemerintah baik dalam lingkup nasional maupun badan-badan internasional 
terkait. Di sisi lain, inventor juga wajib untuk mengumpulkan informasi 
terkait invensinya karena berkaitan dengan unsur patentabilitas, salah 
satunya yakni apakah invensinya tersebut memiliki persamaan dengan 
invensi milik pihak lain ataupun sebelumnya sudah pernah didaftarkan oleh 
pihak lain atau belum. 
Pemegang paten selaku pemilik hak eksklusif paten yang 
bersangkutan juga harus mampu mengintegrasikan aset intelektualnya 
dengan baik, mengingat deskripsi detail tentang paten dapat berpengaruh 
terhadap potensi marketing paten yang bersangkutan. Melalui portofolio 
kekayaan intelektual dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta macam 
peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan tambahan. 
Tak jarang pula khususnya bagi perusahaan besar akan melibatkan 
penasihat terkait seperti halnya konsultan paten atau patent attorney 
menyangkut analisa portfolio paten guna memaksimalkan peluang yang 
dapat menghasilkan pendapatan. Melalui adanya strategi KI dalam 
portofolio paten yang di dukung dengan regulasi dan penegakkannya 




intelektualnya guna mempertahankan kedudukannya dalam marketplace 
sekaligus menghindari terjadinya pelanggaran terhadap aset kekayaan 
intelektual milik orang lain. 
Sejalan dengan apa yang disebutkan di atas, melalui kontrak 
kerjasama seperti lisensi paten, pemilik paten dapat melakukan hal-hal yang 
dibutuhkan guna menjaga paten yang bersangkutan dari pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain sekaligus dapat mengantarkan 
invensinya tersebut ke tangan konsumen. Sebab jika dilihat dari 
perkembangannya, perjanjian lisensi paten dapat timbul karena berbagai 
alasan. Suatu perjanjian lisensi dapat timbul baik murni karena berkaitan 
dengan kerjasama bisnis antara pemegang hak paten dengan pihak tertentu, 
ataupun karena adanya gugatan terhadap pihak tertentu yang dianggap 
melanggar hal-hal yang berkaitan dengan invensi yang bersangkutan. 
Ketentuan mengenai eksploitasi dan komersialisasi aset intelektual pada 
setiap juridiksi tentunya dapat berbeda, oleh karena itu, pemahaman 
terhadap setiap variable dan kemungkinannya serta pemahaman terhadap 
perbedaan praktek di setiap juridiksi memegang peranan yang sangat 
penting, karena akan berdampak pada penyesuaian kontrak atau perjanjian 
kerjasama terhadap paten yang bersangkutan sekaligus dapat tetap berperan 
dalam menumbuhkembangkan iklim usaha serta inovasi yang kondusif di 





Melalui forum Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 
(IJEPA) yang disepakati sejak tahun 2008, pemerintah Indonesia dan 
Jepang menyetujui dilakukannya kerjasama di berbagai bidang di kedua 
Negara. Adanya kerja sama yang dimaksudkan guna peningkatan kapasitas, 
liberalisasi, promosi dan fasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua 
Negara ini diantaranya akan mencakup sektor perdagangan, kepabeanan, 
investasi, serta kekayaan intelektual.93 Dengan adanya momentum seperti 
saat ini, kerjasama antara kedua Negara khususnya yang berkaitan dengan 
teknologi pun semakin ditingkatkan, misalnya saja kerjasama yang 
berkaitan dengan pemberian bantuan dalam meningkatkan pemeriksaan dan 
penegakkan hukum terkait kekayaan intelektual di Indonesia yang 
dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dan Kementerian 
Kehakiman Jepang. 
Jepang dalam upayanya menjadi IP-based nation semakin 
menunjukkan komitmennya dalam hal pelaksanaan KI. Pemerintah Jepang 
melalui Japan Patent Office dalam visinya untuk mewujudkan Jepang 
sebagai Negara terdepan dalam hal sistem kekayaan intelektual mulai 
mengimplementasikan berbagai kebijakan pada bidang-bidang terkait. 
Salah satunya yakni dengan memberikan waktu pemeriksaan tersingkat 
dengan tetap mengedepankan kualitas KI yang bersangkutan, 
mempromosikan sistem KI di era globalisasi serta memberikan dukungan 
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bagi elemen-elemen sistem inovasi nasional atau SIN guna merespon 
perubahan-perubahan ekonomi dan KI baik di dalam maupun di luar negeri 
sehingga kerjasama bisnis yang berkaitan dengan teknologi dapat berjalan 
dengan lancar. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang 
(METI) juga mendukung penuh upaya pembangunan iklim inovasi global, 
salah satunya yakni melalui pembentukan lembaga Technology Licensing 
Organization (TLO). Lembaga tersebut dimaksudkan guna membantu 
pengembangan fungsi manajemen teknologi serta peningkatan 
pertumbuhan pengusaha serta inventor dengan memperkuat kerjasama 
antara industri dengan perguruan tinggi.94 Melalui Japan International 
Cooperation Agency (JICA) pada Departemen Luar Negerinya, Jepang juga 
membuka kerjasama dengan Negara-negara lain dalam hal pembangunan di 
berbagai bidang. 
Kebijakan pro-paten sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jepang 
tersebut di atas, dimaksudkan untuk menyediakan sistem paten dan 
pelaksanaan kegiatan bisnis yang tepat agar mampu mendorong 
pengembangan ekonomi nasional yang sehat dan penciptaan budaya yang 
kaya.95 Dalam rangka pengembangan SDM, kegiatan yang menunjang 
aktifitas peningkatan kualitas dan kuantitas KI harus dilakukan dengan 
tujuan membantu kelancaran transfer hasil R&D agar dapat digunakan 
secara komersial serta mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati hasil 
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dari KI secara maksimal sekaligus agar dapat mendorong pengembangan 
bidang bisnis baru, inovasi manajemen dan startup bisnis yang kesemuanya 
berbasis pada kekayaan intelektual serta guna mempromosikan 
perlindungan dan pemanfaatannya sehingga dapat berkontribusi pada 
pembangunan dan perkembangan industry dalam membangun landasan 
bagi penciptaan KI baru di masa mendatang. Melihat upaya pemerintah 
Jepang tersebut, tak heran jika kini Jepang menjadi salah satu kiblat 
penelitian dan perkembangan teknologi dunia. 
Meskipun performa Jepang menunjukkan penurunan yakni di posisi 
16 dunia berdasarkan GII 2020, kemampuan SDM yang dicerminkan dalam 
hal penelitian dan pengembangannya justru menempati posisi ke-5 dunia. 
Output pengetahuan dan teknologi yang tercermin dalam hal penerimaan IP 
dan paten berdasarkan PCT juga menjadi yang terdepan meskipun dalam 
hal inovasi di wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania kalah dari 
Korea Selatan.96 Runtuhnya popularitas China pada akhirnya memberikan 
kesempatan bagi Negara lain untuk menjadi yang terdepan dalam Revolusi 
Industri 4.0. Negara dengan iklim inovasi yang mumpuni seperti Jepang dan 
Korea Selatan mulai berinvestasi pada penelitian dan pengembangan 
teknologi yang berkaitan dengan AI yang dikaitkan dengan strategi jangka 
panjang pemerintah. Bahkan beberapa teknologi seperti IoT, Virtual Reality, 
3D, robotic, biotechnology, cryptocurrency, smart sensors dan self-driven 
vehicle atau kendaraan otomatis tanpa pengemudi telah diimplementasikan 
                                                          




dalam kehidupan sehari-hari. Gencarnya aktivitas penelitian dan 
pengembangan teknologi tersebut tidak terlepas dari perkembangan Era 
Society 5.0 di Jepang sehingga elemen-elemen SIN seperti lembaga 
pendidikan dan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, 
serta lingkungan industry dan pemerintahan dapat berkolaborasi dengan 
baik. 
Perjanjian lisensi paten di Indonesia belum begitu marak terdengar 
layaknya perjanjian dalam bentuk franchise ataupun merchandise. 
Kerjasama melalui lisensi khususnya dalam hal ini yakni lisensi paten, 
masih didominasi oleh perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan 
swasta yang memang memiliki cakupan yang luas. Merujuk pada data GII 
2020, peneliti maupun akademisi dalam negeri masih berfokus pada 
peningkatan jurnal ilmu pengetahuan dan teknis, sehingga jumlah 
perusahaan maupun lembaga yang bergerak dalam bidang R&D global serta 
kolaborasi di bidang penelitian antara perguruan tinggi dan industry masih 
tergolong rendah karena tidak diteruskan untuk menghasilkan suatu inovasi 
yang dapat dipatenkan.97 Hal ini menunjukkan belum efektifnya mekanisme 
pengelolaan paten yang dihasilkan oleh elemen SIN, masih rendahnya 
pemanfaatan dan kerjasama yang berkaitan dengan paten oleh sektor 
industri di Indonesia serta kurangnya dukungan dari kebijakan-kebijakan 
terkait dalam mendorong aktivitas SIN. 
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Mengingat Indonesia dengan jumlah populasi penduduk terbesar ke-
4 dunia, menjadikannya sebagai salah satu Negara dengan potensi ekonomi 
terbesar dunia. Ekonomi Indonesia yang umumnya bertumpu pada aktivitas 
perdagangan, jasa serta industry manufaktur, membuat perusahaan dalam 
negeri pada umumnya berperan sebagai penerima lisensi. Terlebih Negara 
Indonesia juga terkenal kaya dengan sumber daya alamnya sehingga 
menjadikannya sebagai supplier utama berbagai bahan baku industri seperti 
batu bara, nikel, alumunium, bauksit, kelapa sawit, kokoa, kopi dan karet. 
Hal ini dikarenakan karena Indonesia masih terkendala dengan dana 
pembiayaan serta iklim teknologi itu sendiri seperti regulasi dan 
pelaksanaannya yang mendukung serta tenaga ahli, sehingga iklim 
kekayaan intelektual khususnya inovasi teknologi masih belum 
menunjukkan performanya dengan baik.98 Melihat berbagai macam 
problematika yang ada, maka dari itulah, pemerintah Indonesia terus 
berupaya dalam mengevaluasi agar problematika permasalahan yang ada 
dapat segera ditangani dengan baik, sehingga pemanfaatan maupun 
pengembangan teknologi dalam negeri dapat semakin meningkat dan 
Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi Negara maju lainnya. 
Gencarnya perkembangan inovasi teknologi dapat membawa 
dampak positif dan dampak negatif. Penggunaan teknologi terbaru di suatu 
wilayah dapat meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan 
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pekerjaan baru dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan pengembangan 
dan manufaktur teknologi sekaligus memperluas peningkatan produktivitas 
dan efisiensi dalam sektor-sektor tersebut, bahkan dapat pula menciptakan 
pekerjaan dan bidang-bidang baru yang sebelumnya tidak pernah 
terfikirkan. Adanya Covid-19 juga mengantarkan pada kolaborasi baru 
terkait penelitian dalam lingkup internasional di berbagai bidang. Solusi 
inovatif dalam bidang kesehatan, telenetworking, pendidikan, e-commerce, 
mobilitas dan lain sebagainya pada akhirnya akan berdampak pada 
efektifitas sistem kekayaan intelektual yang mendorong pada kreatifitas dan 
inovasi yang menggerakan kehidupan masyarakat.99 Dengan adanya faktor-
faktor pendorong seperti tersebut di atas, hasil kekayaan intelektual yang 
merupakan bagian dari harta benda yang dapat dimiliki dan dialihkan karena 
memiliki potensi komersial pada akhirnya menjadi objek dalam berbagai 
bentuk kerjasama bisnis, tak terkecuali lisensi paten. 
Eksploitasi dan komersialisasi kekayaan intelektual akan terdorong 
dengan adanya kompetensi usaha yang sehat serta tingginya permintaan dan 
daya beli masyarakat. Adanya regulasi dan penegakkan hukum yang ketat 
juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksploitasi dan komersialisasi 
aset kekayaan intelektual, tak terkecuali pada paten. Adanya regulasi dan 
penegakkan hukum yang baik juga akan mendorong pembangunan iklim 
usaha yang aman dan kondusif sehingga mampu menarik berbagai pihak 
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baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mau bekerjasama. 
Investasi melalui perjanjian lisensi juga dipilih karena dianggap dapat 
meminimalisir resiko kerugian yang akan ditanggung suatu perusahaan, 
terutama melalui pelaksanaan lisensi yang dapat dilakukan di wilayah 
tertentu, tanpa harus dilakukan dimana paten tersebut didaftarkan. Sebab 
adanya perubahan kebijakan politik suatu Negara seperti nasionalisasi 
produk dalam negeri, embargo, ataupun karena biaya aktifitas ekspor-impor 
yang mahal, serta struktur budaya dan aturan hukum yang kurang 
mendukung juga akan berdampak pada produk yang dihasilkan dari 
perjanjian lisensi pula.100 Melalui perjanjian lisensi paten, penerima lisensi 
yang umumnya bergerak dibidang manufaktur juga memperoleh banyak 
keuntungan. Selain meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas suatu produk, 
perusahaan manufaktur juga dapat menambah variasi melalui produksi 
produk baru guna memenuhi kebutuhan pasar sehingga tetap dapat bersaing 
sekaligus memperluas cakupan pasar. Oleh karena itu, manajemen 
pengelolaan sistem paten harus dilakukan dengan sebaik mungkin guna 
memaksimalkan kapasitas inovasi dan keuntungannya sehingga memiliki 
potensi pemasaran yang kuat sekaligus menghindari pelanggaran ataupun 
penyalahgunaan paten milik pihak lain. Di sisi lain hingga tahun 2030 
teknologi AI diprediksi dapat menggantikan 30% pekerjaan manusia secara 
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global sehingga dapat mempengaruhi tersedianya lapangan pekerjaan, 
distribusi pendapatan serta jumlah upah yang dibayarkan. 
Melalui berbagai sektor khususnya sektor pendidikan, ekonomi 
kreatif dan kekayaan intelektual, pemerintah Indonesia mulai mengajak 
masyarakat untuk berinovasi dan memanfaatkan kesempatan emas ini. 
Sinergitas antara perdagangan, investasi, dan pendidikan khususnya 
pengetahuan dan aktifitas penelitian akan berdampak pada tingkatan inovasi 
yang kemudian mencerminkan perkembangan ekonomi dalam negeri. 
Kerjasama dalam berbagai bidang pun semakin digalakkan oleh pemerintah 
guna mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas KI dalam negeri. Di 
sisi lain, kurangnya infrastruktur yang memadai pada akhirnya berdampak 
pada meningkatnya biaya transportasi logistik, pasokan listrik serta jaringan 
komunikasi yang dapat berdampak pada melambungnya biaya yang 
ditanggung industri manufaktur. Maraknya bencana alam yang terjadi di 
wilayah Indonesia serta SDM dalam negeri yang masih minim tenaga ahli 
serta kebijakan terkait buruh dan korporasi, dan birokrasi yang berbelit-belit 
menjadikan posisi Indonesia dalam menggaet investor asing rawan tergeser 
oleh Negara ASEAN lain seperti India dan Vietnam.  
Indonesia sebagai Negara yang umumnya bertumpu pada industri 
manufaktur seringkali berperan sebagai penerima lisensi dalam suatu 
perjanjian lisensi. Apabila melihat output inovasinya, Indonesia sebenarnya 
sudah sejajar dengan investasi inovasinya serta inovasi dan 




perekonomian yang berlandaskan pada kemampuan inovasinya, Indonesia 
secara global masih setia berada di peringkat 85 dari 131 negara selama tiga 
tahun berturut-turut. Indonesia meskipun menunjukkan peningkatan dalam 
hal infrastruktur, tingkat kesadaran pasar, output pengetahuan dan 
teknologi, serta hasil kreatifitasnya, namun dinilai masih rendah dalam hal 
kelembagaan dan sumber daya manusia serta inovasi bisnis.101 Berdasarkan 
data-data tersebut sebenarnya Indonesia masih tergolong dalam kategori 
negara berkembang, sehingga Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan 
strategi khusus guna menghadapi revolusi industry 4.0. Adanya revolusi 
industry tak hanya mengubah model bisnis dan pola kompetisi semata, 
namun juga perlu merombak sistem perekonomian dan masyarakat. 
Mengingat dalam menghadapi revolusi industry 4.0, Indonesia harus 
mampu mengintegrasikan antara kemajuan teknologi dan kesiapan SDM 
serta ekosistem industri dan regulasi yang mendukung sehingga dapat 
berkontribusi dalam pelaksanaan kerjasama bisnis seperti lisensi paten 
sekaligus membantu lancarnya alih teknologi yang berguna bagi pemajuan 
diberbagai sektor dalam negeri. 
Dengan mengintegrasikan aspek fisik, digital, dan biologi melalui 
AI, big data analysis, cloud computing dan internet connectivity dalam 
Revolusi Industri 4.0, Indonesia berkomitmen menjadi salah satu dari 10 
kekuatan ekonomi dunia pada 2030. Pemerintah Indonesia melalui program 
“Making Indonesia 4.0” yang digaungkan pada penyelenggaraan Indonesia 
                                                          




Industrial Summit 2018, mulai beralih dari yang sebelumnya fokus pada 
ekspor bahan baku mentah, kini berusaha mengundang investor untuk 
kerjasama dalam negeri sehingga dapat menciptakan nilai tambah, lapangan 
pekerjaan, pajak, dan lain sebagainya. Pelaksanaan aktivitas tersebut juga 
tentunya harus memenuhi standar dan kriteria yang telah ditentukan oleh 
pemerintah seperti misalnya saja penggunaan teknologi yang mumpuni 
serta adanya alih teknologi yang kemudian dapat digunakan untuk kemajuan 
dalam negeri. Dengan didorongnya aktivitas investasi melalui perjanjian 
lisensi paten, technical know-how assistance yang diperoleh dari berbagai 
negara dan lembaga internasional diharapkan dapat membantu 
meningkatkan kualitas SDM dalam negeri sekaligus dapat membantu dalam 
hal kolaborasi di bidang R&D antara perguruan tinggi dan industry. 
Melalui holistic approach, yakni dengan memperhitungkan seluruh 
aspek yang saling memengaruhi dan saling bergantung satu sama lain demi 
kepentingan bersama,102 pemerintah berusaha mengatasinya secara 
terstruktur, sistematis dan massif, guna penguatan sistem kekayaan 
intelektual yang efektif dan berdaya saing internasional yakni melalui  
perbaikan alur aliran material, mendesain ulang zona industry, akomodasi 
standar sustainability, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur 
digital nasional, meningkatkan investasi asing dan kualitas SDM dalam 
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negeri, membentuk ekosistem inovasi, menerapkan insentif investasi 
teknologi, serta harmonisasi aturan dan kebijakan. 
Guna mengurangi biaya dan waktu pendistribusian logistik, 
pemerintah kini semakin giat dalam membangun infrastruktur seperti jalan 
tol, transportasi publik, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik 
serta jaringan telekomunikasi. Selain itu, adanya sistem kesehatan melalui 
asuransi kesehatan nasional meskipun belum berjalan secara optimal juga 
diharapkan mampu mendorong perkembangan sosio-economi nasional. 
Pembenahan ini selain dimaksudkan agar terhindar dari the middle income 
trap juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama diberbagai bidang. 
Pemegang paten yang di dominasi oleh perusahaan teknologi dunia tentunya 
akan tertarik apabila pihak yang terlibat kerjasama dalam lisensi juga 
mampu melaksanakan patennya sesuai standar yang diinginkan seperti 
misalnya infrastruktur penunjang, skill pekerja yang mumpuni, serta sistem 
kesehatan dan regulasi birokrasi yang stabil. Apabila kemudian Indonesia 
dapat memanfaatkan alih teknologi yang berasal dari kerjasama di berbagai 
bidang, Bank Dunia memprediksi Indonesia akan mencapai titik balik pada 
tahun 2025 hingga tahun 2030. 
Negara Indonesia dan Jepang selain keduanya berada dalam wilayah 
yang cukup berdekatan, kedua Negara tersebut juga memiliki keterkaitan 
dalam hal historis dan kebudayaannya yang kemudian berpengaruh 
terhadap berbagai program kerjasama antar Negara. Keadaan sosial, 




memberikan ciri khas masing-masing dalam penerapan regulasi dan 
kebijakannya. Sementara regulasi baru menandai kemajuan positif dalam 
upaya perlindungan dan penegakkan kekayaan intelektual layaknya paten, 
pemerintah dan masyarakat Indonesia masih perlu memperhatikan aspek-
aspek lain seperti halnya pengimplementasian berbagai regulasi yang ada, 
penegakkan hukum yang tegas serta budaya hukum yang mampu 
mendukung perkembangan iklim inovasi dalam negeri. Oleh karena itu, 
sinergitas antar elemen SIN sangatlah diperlukan guna mencapai visi 
Indonesia sebagai negara dengan golongan ekonomi terkuat dunia tahun 
2045. 
Melalui penerapan kerjasama lisensi paten yang dilakukan secara 
sinergis antara elemen-elemen Sistem Inovasi Nasional dan peraturan serta 
penegakkan hukum yang ketat, pembangunan bangsa dan kesejahteraan 
umum mampu ditingkatkan. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual 
juga memerlukan dukungan dan perhatian khusus dari semua lapisan 
masyarakat. Pemahaman para subjek hukum yang terlibat dalam 
pelaksanaan paten sangatlah diperlukan, terlebih bagi pengimplementasian 
sistem paten di ranah global. Tumbuhnya iklim inovasi yang dilakukan oleh 
elemen-elemen SIN yang terdiri atas lembaga pendidikan, lembaga 
penelitian dan pengembangan, serta industri selain dapat berperan dalam 
peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sistem inovasi nasional dan 
perekonomian Negara, juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing 




mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum 
melalui transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan 
lapangan kerja.103 
Adanya perlindungan yang ketat terkait kekayaan intelektual juga 
dirasa semakin penting guna menjamin pelaksanaan sistem paten yang dapat 
berkesinambungan dengan pembangunan nasional sehingga mampu 
memberikan insentif dalam rangka penciptaan dan penumbuh-kembangan 
iklim inovasi sekaligus mampu mendorong SIN dalam menghasilkan 
invensi yang inovatif serta memiliki kemanfaatan sosial ekonomi. 
Pelaksanaan penegakkan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan 
asas-asas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh para 
aparat penegak hukum juga diharapkan mampu mendorong motivasi 
masyarakat pada umumnya dan inventor serta pemegang paten pada 
khususnya dalam menciptakan maupun mengembangkan produk-produk 
hasil intelektualitasnya, sehingga dapat membantu meningkatkan 
produktifitas serta menciptakan iklim kekayaan intelektual yang mendorong 
laju pembangunan nasional.104 Konektivitas dan integrasi SIN dengan 
segala potensinya tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk 
merevitalisasi industri nasional agar dapat bersaing di tingkat global serta 
menjadi titik pergerakan industry nasional di masa depan. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Indonesia dan Jepang melalui regulasi dan kebijakannya seperti 
halnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Japan Patent Act 
No 3, 2019 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang 
tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan dan karakteristik masing-
masing Negara. Meskipun kedua negara tersebut mengenal beberapa 
jenis lisensi yang sama dan berpedoman pada ketentuan 
internasional terkait, namun karena perbedaan background yang 
dimiliki masing-masing negara pada akhirnya berpengaruh terhadap 
visi serta pelaksanaan lisensi paten di kedua negara tersebut.  
2. Pelaksanaan perjanjian lisensi paten pada dasarnya akan bergantung 
pada kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang 
bersangkutan. Lain halnya dengan Jepang yang sudah terbiasa 
dengan berbagai aktivitas komersialisasi paten, Indonesia yang 
umumnya berperan sebagai penerima lisensi paten masih perlu 
membenahi diri dengan mengintegrasikan elemen-elemen terkait 
yang seperti substansi, dan struktur serta budaya hukum yang 
mendukung guna terjaminnya pelaksanaan kerjasama di berbagai 





sehingga dapat membantu memperlancar aktivitas alih teknologi 
dan inovasi dalam negeri. 
B. Saran 
Adapun saran dari penulis terkait dengan permasalahan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Adanya kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi khususnya 
terkait dengan kekayaan intelektual dan regulasi terkait sangatlah 
diperlukan. Rumitnya birokrasi serta belum adanya regulasi khusus 
yang mengatur mengenai mekanisme lisensi paten juga tak jarang 
membuat banyak pihak enggan untuk melakukan hubungan 
kerjasama. 
2. Mengingat rendahnya kesadaran hukum serta tingkat inovasi dalam 
negeri yang menunjukkan kurangnya sinergitas antar elemen-
elemen terkait dalam upaya menumbuh-kembangkan iklim inovasi 
dalam negeri semakin menunjukkan pentingnya peran serta dari 
berbagai pihak guna terwujudnya pembangunan iklim inovasi yang 
mumpuni dalam negeri sehingga dapat membantu pertumbuhan 
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